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KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

Sekretariai Jenderal dan Badan KeahUan DPR RI

Puji clan syukur kami panjatkan kcpada Allah SWT, Tuhan ^’ang Maha lisa 
karcna atas rahmat clan karimia-Nya, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 
Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting syslcui dalam 
memberikan dukungan keahlian kcpada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dapat menyelesaikan penyusunan buku Kajian terhadap Badan 
Usaha Milik Negara (BLIMN) di bidang l;-nergi dan Sumber Daya Mineral.

Kajian terhadap BUMN ini dilakukan berdasarkan basil pemeriksaan BPK 
RI yang dimuat dalam Ikhtisar 1 lasil Pemeriksaan Semester (lHliS) I I'ahun 
2018 beserta Taporan Hasil Pemeriksaannya (1.1 IP) vang disampaikan oleh 
BI)K RI dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Oktober 2018, juga 
berdasarkan data pada pemeriksaan BPK RI dalam LKPP I'ahun 2017 dan 
liasil pemeriksaan Kantor .\kuntan Publik atas Taporan Keuangan Instansi 
tahuti 2016.

Objek kajian hanya difokuskan pada temuan BIJK terhadap BUMN di 
bidang linergi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
1. PT Pertamina (Persero), terdiri clan 2 (dua) IJ IP Dengan 'I'ujuan 

Tertentu dan 2 (dua) TI IP Kinerja;
2. SKK .Migas, terdiri dari 4 (empat) 1.1 IP Dengan Tujuan Tertentu;
3. P’l' PI.N (Persero), terdiri dari 2 (dua) I,I IP Dengan Tujuan I'ertentu dan 

1 (satii) TMP Kinerja; dan
4. PT Timah (Persero), Tbk., terdiri dari 1 (satu) TI IP Dengan Tujuan 

Tertentu.

Kajian ini disajikan dalam bentuk analisis, infografis diseitai penjelasan )'ang 
singkat dan jelas.

Semoga buku kajian ini dapat dimanfaatkan oleh Badan .\kuntabilitas 
Keuangan Negara DPR RI dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
kewenangannya terhadap tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI.

Buku Ringkasan dan Telaahan ini masih jauh dari kesempurnaan. .\khirnya 
kami ucapkan terimakasih kepada selunih pihak yang telah membantu dalam 
penvusunan buku ini.

Jakarta. November 2018 
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ANALISIS ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN KANTOR 
AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP PT PERTAMINA 

(PERSERO), SKK MIGAS, PT PEN (PERSERO)
DAN PT TIMAH (PERSERO) TBK

Pada Semester I 2018, HPK mcnerbitkan liasil pemeriksaan bidang energi dan 
sumber daya mineral yang diiakukan rerhadap PT Perramina (l^ersero), PT PEN 
(l^crsero), SKK Migas. P’l' Timah (Persero) 'iTk dan instansi terkait lainnya. 
Pemeriksaan terhadap instansi-instansi dibidang energi ini pencing unruk 
diiakukan karena berdasarkan Taporan Keuangan Pemerinrah Pusar (I.KPP) 
tahun 2017 yang telah diaiidit oleh BPK, subsidi bidang energi membebani 
keuangan negara hingga sebesar Rp98.663.244.244,934,(HI. Dengan beban 
sejumlah tersebut. pemeriksaan terhadap kegiatan belanja berrujuan untuk 
mengevaluasi apakah dengan nilai Beban Subsidi sebesar diatas telah 
dimanfaatkan dengan baik guna mendukung program subsidi energi dan 
meningkatkan kcscjahtcraan masyarakat.

Dalam pemeriksaan vang diiakukan dibidang energi dan sumber dava mineral 
lainnva ini, BPK juga inelakukan pemeriksaan terhadap kegiaran-kegiatan yang 
menghasilkan pendapatan, khususnya pendapatan vang dihasilkan dari bidang 
energi dan sumber dava mineral. Berdasarkan EKPP tahun 2017, pendapatan 
dari bidang energi dan sumber dava alam terbagi dalam 2 (dua) kategori: 
Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (1JNBP).

Dari sisi pendapatan perpajakan, kegiatan bidang energi dan sumber daya 
mineral menyumbangkan pemasukan unruk negara dianraranya dari pos Pajak 
Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (1;>BB), dan Pajak 1 ,ainnya. Sedangkan 
dari sisi PNBP. pemasukan untuk negara dari kegiatan bidang energi dan sumber 
daya mineral berasal antara lain dari pos Pendapatan Sumber Daya .Mam (SDA) 
dan Bagian Pemerintah atas I,aba BUMN.

Kajian ini akan memfokuskan pada nilai pendapatan yang dihasilkan dan belanja 
yang dikeluarkan oleh instansi dibidang energi dan sumber daya mineral yang 
telah diperiksa oleh BPK pada Semester I 2018, khususnya PT Pertamina 
(l3crsero), PT PEN (Persero). SKK Migas, dan P’l' Timah (Persero) Tbk. Kajian 
ini ingin melihat kontribusi instansi dibidang energi dan sumber daya mineral 
tersebut terhadap keuangan negara, khususnya pendapatan yang disetor kepada 
negara dan membandingkannya dengan beban yang dikeluarkan oleh negara 
untuk instansi yang sama.
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Data yang digunakan dalam kajian ini bcrasal dari 1/aporan Kcuangan instansi 
tahun 2016 (SKK Migas dan lyl'‘rimah) atau 2017 (PT Pcrtamina dan PT PLN) 
yang diaudit olch Kantor Akunran Publik (K,\P), l .KPP tahun 2017 yang diaudit 
olch 8PK. dan I-aporan Hasil Pcmcriksaan (LHP) BPK Semester I 2018. Khusus 
untuk data yang bersumber dari LKPP tahun 2017, kajian ini hanya mengambil 
data (pendapatan. belanja dan beban) terkait energi dan sumlx-r daya mineral 
dari ('atatan atas Laporan Keuangan ((’.aLK), yang memiliki kategori atau 
ketcrangan yang jelas bahwa sumber atau penggunaannya dari/untuk bidang 
energi dan sumber daya mineral.

Pembahasan

Pemeriksaan yang dilakukan olch BPK terhadap FI’ Pcrtamina (l,erscro), dan 
SKK Migas pada Semester I 2018 masing-masing menghasilkan 4 (empat) 1 -HP. 
Pemeriksaan terhadap PT PLN menghasilkan ?i (tiga) 1-HP. Sedangkan 
pemeriksaan terhadap P'1‘ ’I'imah menghasilkan 1 (satu) LHP.

Kontribusi instansi-insransi dibidang energi dan sumber daya mineral di atas 
terhadap keuangan negara berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan instansi, 
I-KPP dan LHP BPK Semester 1 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

PT Pcrtamina (Persero)

1-aporan Keuangan PT Pcrtamina (Persero) tahun 2017 yang diaudit olch K.\P 
Purwanto, Sungkoro & Surja menunjukkan bahwa Jumlah Penjualan dan 
Pendapatan Usaha PT Pcrtamina (I>crsero) sclama tahun 2017 sebesar 
USD42,959,325,000.00. Sedangkan Beban Usaha PT Pcrtamina (l>ersero) 
selama tahun 2017 sebesar USD.35,445,030,000.00. Sehingga selama tahun 2017 
PT Pcrtamina (l>crscro) mencatatkan 1 -aba Usaha sebesar USD7,514,295,000.00.

Berdasarkan data CaLK LKPP tahun 2017 (hal. 2.37) Pemcrintah telah 
membayarkan Beban Subsidi Minyak dan Idpiji sebesar 
Rp52.925.029.205.371,00. Sementara Pendapatan Bagian Pemcrintah atas Laba 
Pcrtamina yang masuk ke Kas Negara tercatat sebesar Rpl 1.603.431.000.000,00.

PT PLN (Persero)

Laporan Keuangan PT PI-N tahun 2017 yang diaudit olch K.\P Amir .\badi 
)usuf, An'anto, Mawar & Rekan menunjukkan bahwa Pendapatan Usaha PT 
PLN selama tahun 2017 sebesar Rp255.295.243.000.000,00. Sedangkan Beban 
Usaha FL PI-N sclama tahun 2017 sebesar Rp275.474.094.000.000,00. Hal ini 
menyebabkan sclama tahun 2017 PT PLN mengalami Rugi Usaha sebesar 
Rp20.178.851.000.000,00. Namun pada tahun 2017 P T PLN mcnerima Subsidi
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dari Pcmcrintali scbesar Rp45.738,215.0(l(l.()00,0(). Dcngan adanya tambalian 
SLibsidi dari Pcmcrintah tcrscbut, Laporan Kcuangan PT PLN tahun 2017 
nicncatatkan Laba Usaha scbcsar Rp25.559.364.1KH).()()0,(KI.

(^al.K I.KPP tahun 2017 pada subbagian PNBP (hal. 73) mcncatatkan 
Pcndaparan Bagian Pcmcrintah aras Laba PT PLN scbcsar 
Rp2.150.836.000.000,00.

SKK Migas

LI IP Dcngan ’J'ujuan ’I'crrcnru (13T1) Pcrhirungan Bagi Masil Migas tahun 2016 
pada SKK Migas mcngungkap pcncrimaan ncgara dari lifliiia, migas sclama tahun 
2016 sckitar USD9,670,000,000.00. Scdangkan LHP DTI’ Moncdsasi Gas tahun 
2016 mcncatatkan pcncrimaan bagian ncgara dari pcnjualan gas bumi sclama 
tahun 2016 scbcsar USD2,160,000,000.00.

Scmcntara LHP DTI' Bclanja Opcrasional SKK Migas tahun 2017 mcncatatkan 
rcalisasi Bclanja Opcrasional tahun 2016 scbcsar Rpl.614,149.101.242,00 dan 
tahun 2017 scbcsar Rpl.763.366.2.32.645,00.

PT Timah (Persero) Tbk

Laporan Kcuangan PT Timah tahun 2016 menunjukkan bahwa Pcndapatan 
Usaha PT Timah sclama tahun 2016 adalah scbcsar Rp6.968.294.000.000,00 
scdangkan bcban usaha sclama tahun 2016 adalah scbcsar 
Rp5.873.406.000.0()0,00. Schingga sclama tahun 2016 PT Timah mcncatatkan 
laba usaha scbcsar Rpl.094.888.000.000,00.

Sclain iru LHP D'lT PT Timah Tahun 2015-2017 mcncatatkan bahwa 
kontribusi tcrhadap pcndapatan ncgara atas laba P'l' Timah pada tahun 2016 
adalah scbcsar Rp418.49(k000.000,tl0.

Pcnjclasan Icbih rinci atas pcmcriksaan yang dilakukan olch BPK tcrhadap PT 
Pcrtamina (]Jcrscro), PT PI.N, SKK Migas, lrI’ Timah scrta instansi tcrkait 
lainnva pada Semester I 2018 dapat dilihat pada bagian berikutnva dalam kajian 
ini.
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GAMBARAN UMUM 
PT PERT AMINA (PERSERO)

PT Pertamina (l>crscro) atau sclanjutnya discbur Pcrramina adalali pcrusahaan 
minyak dan gas milik ncgara yang didirikan pada tanggal U) Dcscmbcr 1957 
dcngan nama Pcrmina. Pada rahun 1961 pcrusahaan ini bcrgand nama mcnjadi 
PN Pcrmina dan sctelah mclakukan merger dcngan PldlTAMIN pada rahun 
1968 berganti nama mcnjadi PN PHRTAMINA. Herdasarkan Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1971, pcrusahaan ini kemudian dinamakan Pertamina. Nama ini 
terns dipergunakan hingga akhirnya pcrusahaan mcngganci status hukumnya dan 
mengganti nama mcnjadi PT PI'.RTAMINA (Pcrscro) pada tanggal 9 Oktober 
2003.

Dcngan diterbirkannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 
Pcrramina bcaibah bentuk mcnjadi pcrscro berdasarkan Peraturan Pcmcrintah 
No. 31 Tahun 2003 tentang Pcngalihan Bentuk Pcrusahaan Pertatnina Mcnjadi 
Pcrusahaan Pcrscroan. Ruang lingkup bisnis Pertamina mcncakup sektor hulu 
dan hilir.

Pada Semester I 2018, BPK mcnerbitkan 4 (empat) hasil pemeriksaan yang 
dilakukan atas Pertamina dan anak usahanya. Pemeriksaan pertama adalah 
pemeriksaan Dcngan Tujuan Tertentu (DTI1) atas perhitungan dan 
pendistribusian subsidi JBT dan I-PG Tabung 3 Kg seita kegiatan 
pendistribusian JBKP dan pembcrlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 yang 
dilakukan olch PT Pertamina (l,erscro), PT AKR (iorporindo ’ITk, Kementerian 
HSDM, BP hi Migas,daninstansi rerkait lainnya. -\tas pemeriksaan tersebut BPK 
mengungkapkan pcrmasalahan vang menyebabkan kekurangan pencrimaan 
ncgara dcngan nilai sebesar Rp35.035.160.000.00.

Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan Dcngan Tujuan ’rertentu (D’1'1') atas 
pengadaan MM dan PK Tahun .\nggaran 2015.2016 dan 2017 (Semester I) pada 
PT Pertamina Pcrscro, khususnya pada fungsi yang melaksanakan pengadaan 
MM dan PK, yaitu fungsi IS(i dan instansi terkait lainnya. Atas pemeriksaan 
tersebut BPK mengungkapkan adanya pcrmasalahan yang menyebabkan 
kerugian ncgjira sebesar USD3,005,510.00 dan kekurangan pencrimaan ncgara 
sebesar USD12,232,2(10.00.

Pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan Kinerja atas efektivitas kegiatan 
pelavanan dan pcnjualan Bahan Bakar Minyak/Khusus (BBM/K) Tahun 2016 
dan 2017 (Semester I) pada PT Pertamina Retail dan instansi terkait lainnya. 
Pemeriksaan ini dilakukan karena berdasarkan analisis data kcuangan yang
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dilakukan BPK, PT Pcrtamina Retail ddak menghasilkan laba sesuai target yang 
diterapkan untuk tahun 2016.

Sementara Pemeriksaan keempat adalali pcmcriksaan Kinerja atas kegiatan 
ekploitasi cnergi panas biimi tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada POl-l dan 
instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
mengenai arah pencapaian target pemerintah dalam peningkatan penggunaan 
I'dVl' menjadi sebesar 23" n pada tahun 2025 dan 31'’o pada tahun 2050.
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PT Pertamina (Persero)

Telah Dibayar Pemenntah 
Rp47,04 triliun

SubsidiJBT dan LPG (Audited) 
Rp52,92 triliun

Kurana Bavar'XRp5,88 trifiun

28
0. Temuan

33
Cl Permasalahan I

75
j

Cl Rekomendasi

Administra^

Kekurangon Penerimaar 
Rp35.035.160.000,003

Sistem Pengendaitan Intern

■JSumber: Lampiran 4.1 (HPSI Tahun 2016

Kesimpulan Pemeriksaan:
Pelaksanaan perhitungan dan pendistribusian subsidi JBTdan 
LPG Tabung 3 Kg serta kegiatan pendistribusian 3BKP dan 
pemberiakuan BBM satu harga tahun 2017
belum sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian 
intern dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dalam semua hal yang material.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara http://puskajiakn.dpr.go.id/
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Pendahuluan

Program Pcngclolaan Bclanja Subsidi dalam A1>BN-P tahun 2017 dianggarkan 
scbcsar RplS2,l0 triliun, antara lain unruk subsidi BBM dan l.PG Tabung 3 Kg 
scbcsar Rp51.ll triliun schingga mcnjadi subsidi kcdua rcrbcsar vang dibayar 
olch Pcmcrintah dcngan pcrscnrasc 28,07" .) dari total nilai subsidi tahun 2017.

Dalam proses pendistribusian BBM dan l.PG Tabung 3 Kg bcrsuljsidi kepada 
konsumcn, pcrmasalahan yang timbul adalah ketidaktepatan sasaran. sehingga 
perunrukan subsidi mcnjadi ridak repat. Mengingat subsidi tersebut adalah bel>an 
.-\PBN dan akhimya juga mcnjadi beban rakvat, maka pcriu dilakukan 
pemeriksaan unruk mcnilai apakah volume pcnjualan dan jumlah subsidi yang 
dilaporkan dan dibayarkan olch pcmcrintah tersebut sudah benar, dan apakah 
subsidi tclah disalurkan kepada konsumcn yang layak mcncrima sesuai dcngan 
ketenruan yang bcrlaku.

BPK tclah mclakukan pemeriksaan atas perhirungan dan pendistribusian subsidi 
)BT dan LPG Tabung 3 Kg serta kegiaran pendistribusian )BKP dan 
pemberlakuan BBM Satu Harga 'rahun 20l7 pada PT Pertamina (Persero), PT 
.\KR Ciorporindo Tbk, Kcmentcrian HSDM, BPf-| .Migas, dan insransi terkait 
lainnva.

Pemeriksaan ini bertujuan unruk: (1) mcnilai kewajaran volume pcnjualan JBT 
dan LPG Tabung 3 Kg vang didistribusikan kepada konsumcn di seluruh 
wilavah Indonesia sclama tahun 2017; (2) mcnilai kewajaran besamva nilai 
subsidi |BT dan LPG Tabung 3 Kg rahun 2017 yang layak dibayar olch 
pemcrintali untuk Tahun .\nggaran 20l7; (3) mcnilai apakah distribusi JBT dan 
LPG Tabung 3 Kg didukung dcngan sistem pcngcndalian intern vang memadai 
dan pelaksanaannva tclah sesuai dcngan ketenruan vang bcrlaku; dan (4) mcnihu 
apakah kegiatan pendistribusian IBKP dan pemberlakuan BBM satu harga tahun 
2ol7 didukung dcngan sistem pcngcndalian intern vang memadai dan 
pelaksanaannva tclah sesuai dcngan ketenruan vang bcrlaku.

Penjelasan

Masil Pemeriksaan BPK melaporkan nilai subsidi |B'1‘ dan LPG Tabung 3 Kg 
tahun 2017 {auclikit) scbcsar Rp52,92 triliun, yang terdiri dari subsidi |BT Solar 
scbcsar Rp7,26 triliun, subsidi )BT Minyak Tanah scbcsar Rpl,90 triliun, dan 
subsidi LPG Tabung 3 Kg .scbcsar Rp43,76 triliun.

Pcmcrintah tclah mclakukan pembayaran kepada Badan Usaha scbcsar Rp47,04 
triliun. Pembayaran tersebut terdiri dari pembayaran atas pcnyaluran JBT Solar
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scbcsar Rp6,57 triliun (kc Pcrramina scbcsar Rp6,49 triliun dan kc AKR 
Coiporindo scbcsar Rp80,29 miliar), pcmbayaran atas pcnyaluran JBT Minyak 
Tanah Pcrtamina scbcsar Rpl,72 triliun scrta pcmbayaran penyaluran LPG 
Tabung 3 Kg Pcrramina scbcsar Rp3S,75 triliun.

Nilai kurang bayar Pcmcrintah kcpada dua Badan Usaha per tanggal 31 
Desember 2017 adalah scbcsar Rp5,8H triliun, terdiri atas kurang bayar 
penyaluran JBT Solar scbcsar Rp678,19 miliar (untuk Pcrramina scbcsar 
Rp668,10 miliar dan untuk AKR Corporindo scbcsar Rpl0,09 miliar), kurang 
bayar penyaluran [B'l' Minyak 'I'anah Pcrramina scbcsar RplH5,96 miliar, dan 
kurang bayar penyaluran LPG Tabung 3 Kg Pcrramina scbcsar Rp5.i)l triliun. 
Dengan demikian. kurang bayar Pcmcrintah kcpada Pcrramina adalah scbcsar 
Rp5,87 triliun dan kcpada AKR Corporindo scbcsar Rpl0,09 miliar.

Dalam pclaksanaan pcmcriksaan, BPK mengungkapkan 28 temuan dengan 33 
pcrmasalahan yang terdiri dari 4 pcrmasalahan sistem pcngcndalian intern dan 
29 pcrmasalahan ketidakpatuhan terhadap kerentuan peraturan penmdang- 
undangan dalam kegiatan perhitungan dan pendistribusian subsidi J BT dan I-PG 
Tabung 3 Kg scrta kegiatan pendistribusian JBKP dan pcmbcrlakuan BBM Satu 
Harga tahun 2017 pada PT Pcrramina (I>crscro), PT AKRCorporindo Tbk, 
Kcmcntcrian HSDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya.

Dari 29 pcrmasalahan ketidakpatuhan, 27 diantaranya dikategorikan sebagai 
pcrmasalahan administrasi sedangkan 2 pcrmasalahan lainnya masuk dalam 
kategori Kckurangan Pencrimaan Negara dengan nilai scbcsar 
Rp3.3.035.160.000,00.

Kclcmahan sistem pcngcndalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perhitungan dan pendistribusian 
subsidi |BT dan 1 .PG Tabung 3 Kg scrta kegiatan pendistribusian JBKP dan 
pcmbcrlakuan BBM Satu Harga tahun 2017 pada FI' Pcrramina (l>crscro), PT 
.\KR Corporindo ‘ITk, Kcmcntcrian liSDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait 
l.ainnya, antara lain sebagai berikut

1. operas! dan losses transportasi JBT Solar/Biosolar pada Icmbaga 
penyalur mclebihi tolcransi sebanyak 2.334.496 liter schingga membebani 
subsidi harga scbcsar Rpl.014.992.170,88.

2. Sclisih H11 i P’ormula dengan HIM Pcnctapan Pcmcrintah atas penyaluran 
JB'i' Solar/Biosolar tahun 2017 yang berdampak Pcrramina mcngalami 
kckurangan pendaparan scbcsar Rp20.788.916.888.950,00 dan ,\KR
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Corporindo mcngalami kekurangan pcndapatan scbcsar 
Rp259.037,426.780,35.

3. Ciuin pada S1)(P)BU pada tahun 2017 scbcsar 10.070.037 kg mcmbcbani 
pcrliitungan subsidi scbcsar Rp64.609.951.764,19 (exclude pajak) dan 
Pertamina memperolch kelebihan pcnjualan dan/atau potensi pcnjiialan 
scbcsar Rp34.909.116.716.52 [exchuk' pajak) atas pemanfaaran Chi in di 
SP(P)B1- selama tahun 2017.

4. Guild Agen menyalurkan LPG Tabung 3 Kg ridak langsung kc konsumcn 
pengguna tetapi ke pcngcccr sebanyak 1.171.101 kg schingga mcmbcbani 
subsidi harga scbcsar Rp7.229.667.507,75.

5. Sebanvak 765 Pangkalan mcnvalurkan I .PCI Tabung 3 Kg kc pcngcccr 
mclebihi 50" o omzer pcnjualannva bukan langsung kc konsumcn pengguna 
dengan volume penyaluran sebanvak 680.700 kg schingga mcmbcbani 
subsidi harga scbcsar Rp5.009.968.818,00.

6. Penatausahaan penyaluran LPCi Tabung 3 Kg ridak terrib schingga 
penyaluran sebanyak 127.100 tabung atau 381.300 kg dengan subsidi harga 
scbcsar Rp2.823.933.266,34 ridak dapat dipertanggungjawabkan.

7. Penyaluran l.l>Ci Tabung 3 Kg dari Agen kepada 11 Pangkalan yang belum 
mcmiliki perikatan (kontrak) sebanyak 184.926 kg dengan subsidi harga 
scbcsar Rp 1.189.574.765,43.

8. Sclisih M[K Ponnula dengan H|H Penctapan Pcmcrinrah atas pcnvaluran 
IBKP tahun 2017 vang berdampak Pertamina mcngalami kekurangan 
pcndapatan scbcsar Rp5.512.283.154.600,00.

Atas kelemahan-kclcmahan tersebut, BPK merckomendasikan kepada Dircksi
PT Pertamina (Pcrscro) dan Dircksi Fi' AKR ('orporindo ■ll)k agar mclakukan
langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK, antara lain sebagai berikut;

1. Mclakukan korcksi kurang volume penyaluran JBT Solar/Biosolar. |BT 
Minyak Tanah dan l.PC! Tabung 3 Kg yang ridak sesuai ketentuan dari 
perhitungan subsidi tahun 2017.

2. Mclakukan pembinaan dan pengawasan secara bcrkala kepada Icmbaga 
penvalur serta mcmcrintahkan Icmbaga penvalur mcnvclcnggarakan 
penatausahaan pcncrimaan dan pcnvaluran secara tcriib.

3. Mcnyctorkan kelebihan pcnjualan dan/atau potensi pcnjualan scbcsar 
Rp34.9( )9.116.716,52 dikurangi dengan biaya handling dan distribusi ke Kas 
Negara. Sclanjutnya, agar menginstruksikan VP Domestic Gas Pertamina 
memperhimngkan dan mcnyctorkan pcnjualan/potensi pcnjualan kembali 
atas Cain l.PG pada SP(P)BH tahun-tahun berikutnva dikurangi dengan 
biaya handling dan distribusi kc Kas Negara.
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4. Mcngajukan pcnggantian kcpada Pcmcrinrah scbagai pcmbcri pcnugasan 
atas kckurangan pcndapatan Pcrtamina dalam kcgiatan pcnyaluran JBT 
Solar/Biosolar tahun 2017 scbcsar Rp20.788.916.888.950,00 scsuai dcngan 
proscdur dan kctcnruan yang bcrlaku.

5. Mcngajiikan pcnggantian kcpada Pcmcrintah sebagai pcmbcri pcnugasan 
atas kckurangan pcndapatan .\KR O)rporindo dalam kcgiatan pcnyaluran 
JB'l' S()lar/Biosf)lar tahun 2017 scbcsar Rp259.0.57.426.780,35 scsuai 
dcngan proscdur dan kctcnman vang bcrlaku.

6. Mcngajukan pcnggantian kcpada Pcmcrinrah sebagai pcmbcri pcnugasan 
atas kckurangan pcndapatan Pcrtamina dalam kcgiatan pcnyaluran JBKP 
tahun 2017 scbcsar Rp5.512.28.3.154.600.00 scsuai dcngan proscdur dan 
ketentuan yang bcrlaku.

Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mcnyimpulkan bahwa pelaksanaan 
perhitungan dan pendistribusian subsidi JBT dan LPG Tabling .3 Kg serta 
kcgiatan pendistribusian JBKP dan pcmbcrlakuan BBM satu harga tahun 2017 
pada PT Pcrtamina (Persen>), PT .\KR (k)rporindo 'I'bk, Kcmcntcrian F.SDM, 
BPH Migas, dan Instansi Terkait l.ainnva bclum sepenuhnva scsuai dcngan 
sistem pcngcndalian intern dan kctcnruan peraruran perundangundangan yang 
bcrlaku, dalam semua hal yang material.
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Kerughn 
0503,005,510.00

PT Pertamina (Persero)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pengaddan Minyak Mentah dan Produk Kilang 

Tahun Anggaran 2015,2016 dan Semester 12017

35
Cl Rekomendasi

A
Temuan

0, Permasalahan

]al I

Kekurangat) Penenmaonl 
05012,232,200.00 I

Sistem Pengendalian Intern

‘JSumber; Lampiran 4.1 (HPS (Tohun 2018

Kesimpulan Pemeriksaan;

Pelaksanaan kegiatan pengadaan MM dan PK Tahun 
Anggaran 2015,2016 dan 2017 (Semester I) belum sepenuhnya 
sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur internal 
yang berlaku, belum sepenuhnya memenuhi kewajaran dan 
keekonomisan harga, dan hasil pengadaan belum 
sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal

Pusat Kajian Akuntabllitas Keuangan Negara http;//puskajiakn.dpr.go.id/



Pendahuluan

Pcngadaan Minyak Mcnrah (MM) dan Produk Kilang (liK) mcrupakan salah 
satu kcgiatan bisnis utama yang dilakukan Pcrtamina. Kcgiatan tcrscbut pada 
awalnya dilaksanakan mclalui saw pintu olch Divisi Niaga Dircktoraf 
Pcmasaran. Kcnuidian, scsuai dcngan Pcdoman No. .\-001 /T0(•()00/2013-S9 
tcntang Pcngclolaan Percncanaan dan Pcngadaan/Penjualan Minyak Mcntah 
dan Produk Kilang, pcngadaan dilakukan olch Integrated Supply (.hain (ISC) dan 
Pctral/Pl‘-S. Mcngacu Risalah Rapar Dircksi No. 197 tanggal .31 Dcscmbcr 2014 
pcrihal Pcncaburan Pcran Pctral/PHS scbagai Single Supplier (impor)/Ihiyer 
(ckspor)/Offtaker dalam pcngadaan MM dan PK, saat ini kcgiatan 
pcngadaan/pcnjualan MM dan PK mcrupakan tugas dan tanggung jawab dari 
Fungsi ISC.

BPK telah mclakukan pcmcriksaan atas pcngadaan MM dan PK Tahun 
;\nggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Pcrtamina Persero, 
khususnya pada fungsi yang mclaksanakan pcngadaan MM dan PK, yaitu fungsi 
IS(^ dan instansi terkait lainnya.

Pcmcriksaan ini dilakukan karena (1) adanya peningkaran persentase biaya 
pcngadaan MM dan PK terhadap Cost of Goods Sold (CO(IS) dari 89,58% pada 
rahun 2015 menjadi 90,42% di tahun 2016; (2) untuk mengetahui apakah IS(^ 
telah mclakukan pcngclolaan pcngadaan MM dan PK scsuai sistem pcngcndalian 
intern yang mcmadai dan patuh pada ketentuan yang bcrlaku serta mampu 
mendorong cfckrifitas dan efisicnsi pcngadaan MM dan PK; dan (.3) adanya 
kclcmahan dalam proses percncanaan, pcngadaan, serta pclaksanaan dan fungsi 
terkait (pcngapalan dan kcuangan), yang ditemukan berdasarkan reviu dan 
analisis dalam pcngumpulan data dan informasi.

Pcmcriksaan ini bcmijuan untuk: (1) mcnilai apakah pcngadaan MM dan PK 
yang dilakukan P’l' Pcrtamina (Persero) telah scsuai dcngan peramran 
perundang-undangan dan prosedur internal yang bcrlaku; (2) mcnilai kewajaran 
dan kcckonomisan harga pcngadaan; dan (3) mcnilai apakah MM dan PK hasil 
pcngadaan dapat dimanfaatkan sccara optimal.
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Penjelasan

Bcrdasarkiin hasil pcmcnksaan, BPK mcngungkapkan 1C) tcmuan dcngan 25 
pcrmasalahan, dan mcmbcrikan 35 rckomcndasi uimik dirindaklanjuri olch 
Dircksi FI’ Pcrtamina (l^crscro).

kclemahan sistcm pcngcndalian intern, kcddakpatiihan, serta 
kciidakekonoinis'an dan ketidakwajaran harga dalam kegiaran pengadaan MM 
dan PK 'I'aliun Angganin 2015, 2016, dan 2017 (Semester 1) pada P’l’ Pcrtamina 
(Pcrscro) dan Instansi Tcrkait Lainnya, antara lain sebagai berikut:
1. Keputusan pembatalan suplai MM Bonny bight dari Omega Butler untuk 

alokasi September dan Oktober 2016 membebani Pcrtamina melalui 
pembelian kargo pengganti dcngan harga lebih mahal sebesar 
USD4,253,24y.l8.

2. Kegagalan Baron Point menyiiplai Gauiliiw 92 untuk ADD 23-25 Mei 2016 
membebani Pertamina melalui kargo pengganti dengan harga lebih mahal 
sebesar USD53H,35H.40.

3. Penunjukkan Total Trading Asia untuk pengadaan ptvpuiie dan butane 
menvalalii svarat dan ketentuan pengadaan sehingga pertamina membayar 
lebih mahal sebesar USD493,690.00.

4. Penunjukkan Hin Leong Trading (Pte) Ltd untuk pengadaan avtur alokasi 
juni 2017 mcnyalahi syarat dan ketentuan pengadaan sehingga Pcrtamina 
membavar lebih mahal minimal sebesar USD546,6I9.57.

5. Kelebihan pembavaran sebesar USD1,965,214.50 atas kesalahan 
penggunaan referensi tanggal B/l, untuk acuan pembayaran pengadaan 
Mogas 88 tenn juni 2017 kepada 'I'rafigura.

6. Pertamina belum memperoleh penerimaan atas pengajuan klaim losses 
minvak mentah dan produk kilang impor di atas toleransi vang belum 
ditetapkan masing-masing sebesar USD2,119,507.19 dan USD447,917.19.

7. Pertamina mcnanggung biava dan potensi biaya masing-masing sebesar 
USD9,63( 1,773.49 dan USD2.639,410.08 atas klaim demmraste pengadaan 
minyak mentah dan produk kilang impor.

8. Pertamina belum menerima pendapatan klaim licmurrase dari counteqiartv 
sebesar USDl,656,082.75 dan potensi pendapatan klaim sebesar 
USD6,673,141.18 atas pengadaan minyak mentah dan produk kilang impor.

9. Pertamina belum menerima pendapatan klaim dan potensi pendapatan 
klaim delay deliveiy dari coiiiileipaiiy masing-masing minimal sebesar 
USD3,870,661.65 dan USD2,768.668.94.

10. Pertamina belum menerima pendapatan klaim dan potensi pendapatan 
klaim deminragc, five water, BS&VX', dan imbalan ijec) dari kegiatan pengadaan
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minvak mcnrah domcstik masing-masing scbcsar USD1.533,85l).15 dan 
USD36,354,055.76.

Dari 25 pcrmasalalvan yang rcrjadi, BPK mcngungkapkan adanya Kcrugian 
Negara sebesar USD3,( 105,510.1)0 yang diakibarkan olch 3 pcrmasalalvan dan 
Kekurangan I>cncrimaan Negara sebesar USD12,232,20(1.0(1 yang diakibarkan 
olch 7 permasalalian. Sedangkan 15 permasalahan lainnya terkait dengan Sistem 
Pengcndalian Intern.

.\tas pcrmasalahan-pcrmasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi FF 
Pertamina (lJcrsero) agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai 
rekomendasi BPK, antara lain menginstruksikan SVP InkfiratedSupply Chain agar:
1. Memberikan sanksi sesuai kerentuan kepada pcrsonel yang tidak cermat 

melaksanakan rugas dan tanggung jawabnya.
2. Memulihkan dan/atau melakukan penagihan atas kerugian/kcmahalan 

harga pengadaan minyak mentah dan produk kilang, yakni kepada:
a. Omega Butler sebesar USD4,253,249.18 atas pembelian kargo 

pengganri dengan harga yang Icbih mahal;
b. Baron Point sebesar USD538,358.40 atas klaim kegagalan suplai 

Gasoline 92;
c. Total Trading Asia sebesar USD493,69(1.00 atas kemahalan harga 

pengadaan Propane dan Butane;
d. Hin Leong Trading sebesar USD546/) 19.57 atas kemahalan pengadaan 

spot avfur periode juni 2017; dan
c. Trafigura sebesar USD1,965,214.50 atas kelebihan pembayaran 

pembelian Mogas 88 Term HI bulan Juni 2017.
Melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan klaim dan fee pada 
transaksi pengadaan minyak mentah dan produk kilang.
Mengintegrasikan kegiaran pcncatatan, monitoring, pelaporan, analisis dan 
evaluasi serta penyelesaian klaim atas aktivitas pemuatan dan 
pembongkaran kargo ke dalam satu sistem.

3.

4.

Kesimpulan Pemeriksaan

BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan MM dan PK 
Tahun Anggaran 2015, 2016 dan Semester I 2017 pada PT Pertamina (l,erscro) 
dan instansi terkait lainnya:
1. Belum sepenuhnva sesuai peracuran perundang-uiulangan dan prosedur 

internal yang bcrlaku;
2. Belum sepenuhnya memenuhi kewajaran dan keckonomisan harga; dan
3. Hasil pengadaan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sccara optimal.
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PT Pertamina (Persero) 

Pemeriksaan Kinerja
Efektivitas Kegiatan Pelayanan dan Penjualan

BahanBakarMinyak/Khusus
tanKeiayai
(BBM/K)Tahun 2016 dan Semester 12017

Perencanaan Keghtan 
Pelayanan dan Penjualan BBM/K i 4

Term/an

Temuan

<X Rekomendasi

Pelaksanaan Kegiatan 
Pelayanan dan Penjualan BBM/K n

Q. Rekomendasi

Mon/for/ngiS fva/uasi Kegiatan 
Pelayanan dan Penjualan BBM/K f.4
iber LHP BPKRI Semester I Tahun 2018 Rekomendas/

Kesimpulan Pemeriksaan:

Kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K 
untuk nneningkatkan laba perusahaan,
belum sepenuhnya efektif
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Pendahuluan

lyr Pcrtamina Retail mclaksanakan kegiatan iisaha yang dibagi menjadi dua 
kegiatan utama, yaitu bisnis retail produk BBM (/W Wclail) dan Non BBM {Non 
\:ud Wthtit). Bidang usaha fuel retail mcrupakan pcnjualan produk bahan bakar 
dan pengclolaan SPBU COCO yang tersebar di Indonesia. Bcrmula dari 26 
SPBU, hingga Juni 2017, SPBU yang dikclola perusahaan tclah mcningkat 
hingga 150 unit yang tersebar di berbagai kota di Indonesia

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan pelayanan 
dan pcnjualan Bahan Bakar Minyak/Khusus (BBM/K) Tahun 2016 dan 2017 
(Semester I) pada PT Pertamina Retail dan instansi terkair lainnya.

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena berdasarkan analisis data kcuangan 
yang dilakukan BPK, kinerja PT Pcrtamina Retail pada tahun 2016 menghasilkan 
laba yang ridak mcncapai target yang ditetapkan. Pcnjualan bisnis perusahaan 
tahun 2016 tercapai Icbih rendah 24,96% dari target yang ditetapkan. Laba usaha 
tahun 2016 tercalisasi Icbih rendah 64,19% dari target. Sclanjutnya, laba bersih 
tahun 2016 juga hanya tercalisasi Icbih rendah 25,56<>/(i dari target yang 
ditetapkan. Di sisi lain, PT Pertamina Retail mengclola unit bisnis retail BBM 
mendapatkan penugasan dari Pertamina untuk mengclola SPBU (XXX) dan 
menjadi percontohan atau role model bagi SPBU lainnya dengan 
mengedepankan "jaminan Kualitas, Produk dan Layanan".

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan dan 
pcnjualan BBM/K PT Pertamina Retail untuk meningkatkan laba perusahaan. 
Sasaran pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta 
monitoring dan evaluasi.

Kegiatan perencanaan pelayanan dan pcnjualan BBM/K Rl' Pertamina Retail 
mclipuri dukungan kebijakan umum perusahaan dan perencanaan tahunan 
kegiatan pelayanan dan pcnjualan BBiM/K unmk meningkatkan laba 
pemsahaan.

Kegiatan pelaksanaan pelayanan dan pcnjualan BBM/K lrI' Pcrtamina Retail 
mclipuri pengclolaan sumber daya, pengclolaan pelayanan pcnjualan, dan 
pengclolaan pembayaran serta penyctoran dan penerimaan hasil pcnjualan 
BBM/K.

Kegiatan monitoring dan cvalua.si pelayanan dan pcnjualan BBM/K PT 
Pcrtamina Retail mclipuri ketersediaan metode/mckanisme monitoring dan
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cvaluasi sccara mcmadai scrta pelaksanaan monitoring dan cvaluasi kegiatan 
pdavanan dan pcnjualan HBM/K PT Pertamina Retail.

Penjelasan

Beberapa pcrmasalahan signifikan dalam kegiatan pdayanan dan pcnjualan 
BHM/K Lintiik meningkatkan laba perusahaati vang mcmlnitulikan perbaikan, 
yaitii:
1. Kebijakan umum kegiatan pelayanan dan pcnjualan BBM/K bdum 

sepenuhnva rersedia sccara mcmadai mengakibarkan P'l' Pertamina Retail 
dalam jangka panjang ridak mcmiliki arah yang jclas dalam mdakukan bisnis 
perusahaan dan pengembangan usahanya.

2. Sistem 'lata Kerja pada fungsi business \:uel and Cius bdum rncmadai 
mengakibarkan:
a. STK vang bdum disahkan ridak mcmiliki kekuatan mengikar untuk 

dilaksanakan;
b. Pdayanan di SPBU tidak mcmiliki pedoman vang jclas dan termutakhir 

sesuai dciigan kebutuban proses pdayanan;
c. Penanganan, pcnyctoran dan pdaporan uang basil pcnjualan di SPBU 

berpotensi rawan penvimpangan; dan
d. Pemberian insenrif yang ridak pasri dapar menurunkan morivasi pegawai 

SPBU dalam memberikan pdavanan rerbaik kepada konsumcn.
3. Pelaksanaan program insiarif srrategis PT Pertamina Retail bdum optimal 

dalam meningkatkan pcnjualan dan menurunkan susur BBM/K tabun 2016 
dan semester 1 2017 mengakibarkan:

a. Program insiarif strategis PT Pertamina Retail tabun 2016 dan 2017 
bdum mampu mendorong pencapaian target laba tabun 2016 dan 2017; 
dan

b. P'r Pertamina Retail menanggung beban dari losses di atas toleransi.
4. Pcngdolaan pembayaran atas pcnjualan BBM/K bdum sepenubnya 

dilakukan sccara mcmadai mengakibarkan Piurang Pcnjualan BBM/K 
berpotensi tidak tertagih.

5. Pcngdolaan penvetoran dan penerimaan atas basil pcnjualan BBM/K 
bdum dilakukan sccara mcmadai mengakibatkan administrasi scrta 
pelaksanaan pcnyctoran dan penerimaan atas basil pcnjualan BBM/K ridak 
terrib sebingga rawan menimbulkan penyimpangan.

6. Metode/ mckanisme monitoring dan cvaluasi P'l' Pertamina Retail bdum 
ditetapkan sebingga metode/mekanisme monev vang ada kurang mcmadai 
mengakibatkan:
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a. Pclaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing fungsi 
mcnjadi tidak seragam dan tidak memiliki kcsinambungaan antar fungsi 
tcrkait;

b. Hasil monitoring yang dilakukan atas rcalisasi pcncapaian target tidak 
bisa dijadikan bahan evaluasi dalam mencapai target perusahaan pada 
masa mendatang; dan

c. Tujuan Sisicm Tata Kerja Huxiness Vuel (nis berpotensi tidak tercapai. 
7. Tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pelayanan dan

pcnjualan BBM/K belum dilaksanakan secara mcmadai mengakibatkan 
hasil monitoring dan evaluasi kurang efektif dalam memberikan manfaat 
bagi perbaikan dan perkembangan usaha PT Pertamina Retail.

Untuk mengatasi permasalahan-pcrmasalalvan yang terjadi, BPK 
mcrekomendasikan Direksi FI' Pertamina Retail antara lain agar:
1. Segera menyusun dan mengesahkan RJPP terbaru sebagai pedoman jangka 

panjang bagi P T Pertamina Retail dalam melakukan bisnis perusahaan dan 
pengembangan usahanya;

2. Segera menyusun dan mengesahkan STK sebagai pedoman formal kegiatan 
pelavanan dan penjualan BBM/K;

.3. Mcmcrintahkan Bussiness Head Unit (l^UH) SPBU (X)(X) sebagai unit 
bisnis lebih optimal dalam mcningkatkan kinerjanya, tcrutama tcrkait 
peningkatan penjualan dan pengendalian losses;

4. Memprioritaskan pengelolaan piutang perusahaan sccara mcmadai, 
termasuk diaiitaranya melalui penyusunan dan pcnctapan TKO tentang 
Penagihan Piutang;

5. Mcmcrintahkan BUH dan petugas SPBU (X^C'.O mempedomani 
’I'KO/TKI tcrkait penyetoran. penanganan dan pclaporan uang hasil 
penjualan di SPBU COCX);

6. Mcnetapkan mckanisme/prosedur monitoring dan evaluasi kegiatan 
pelayanan dan pcnjualan BBM/BBK sccara baku;

7. Melakukan tindak lanjut/tindakan perbaikan atas hasil monitoring dan 
evaluasi sccara optimal, serta mengkomunikasikan tindakan perbaikan yang 
akan dilakukan kepada pihak-pihak tcrkait {stakeholder.^.

Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mcnydmpulkan bahwa kegiatan pelayanan 
dan penjualan BBM/K untuk mcningkatkan laba perusahaan, bclum 
sepenuhnya efektif.
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K PT Pertamina (Persero)

Pemeriksaan Kinerja
Kegiatan EksploitasI EnergI Panas Bumi 

Tahun 2016 dan Semester 12017

Perencanaart Kegiatan 
Eksploitasi Energi Panas Bumi

Q Temuan ^

Q, Temuan

Q. Temuan

,16
Q. Rekomendasi

Pelaksanaan Kegiatan ^ .
Eksploitasi Energi Panas Bumi ^

Q. Rekomendasi

Monitoring & Evaluasi Kegiatan " f' ^ \ 
Eksploitasi Energi Panas Bumi 1

imber LHP BPKRt Semester I Tahun 2018 <X Rekomendasi

Kesimpulan Pemeriksaan:
Kegiatan ekpioitasi energi panas bumi belum sepenuhnya efektif 
(skor 77%) untuk mencapai tujuan kegiatan:
• Kegiatan perencanaan eksploitasi energi panas bumi dengan bobot 25%. 

mendapatkanpenilaiansebesar 19%;
• Kegiatan pelaksanaan eksploitasi energi panas bumi dengan bobot 60%. 

mendapat penilaian sebesar44,5%
I • Kegiatan monitoring dan evaluasi eksploitasi energi panas bumi dengan 

bobot 15%, mendapat penilaian sebesarl3.5%.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara http;//puskajidkn.dpr.go.id/



Pendahuluan

Kcgiatan cksploitasi cncrgi panas bumi dikkukan olch pada FI' Pcrtamina 
(icorhcrmal Kncrg}r unruk mcndukiing kcbijakan cncrgi nasional
pcnggunaan cncrgi baru tcrbarukan (liB’I'). PGH mcrupakan saru-sarunya anak 
pcrusahaan PT Pcrtamina (I’crscro) yang bcrgcrak dalam pcngusahaan cncrgi 
panas bumi. mcmiliki pcranan yang penring dalam mcrcalisasikan target 
pcmcrintab dalam peningkatan pcnggunaan EBT menjadi sebesar 23% pada 
tahun 2(.)25 dan 31n,o pada tahun 2050.

BPK mclakukan pcmcriksaan kinerja atas kcgiatan ckploitasi cncrgi panas bumi 
tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada PGE dan instansi terkait lainnya. 
Pcmcriksaan bertujuan untuk mcnilai efektivitas PGE dalam mcngclola kcgiatan 
cksploitasi cncrgi panas bumi untuk mendukung kebijakan cncrgi nasional 
pcnggunaan cncrgi barn tcrbarukan.

Sasaran pcmcriksaan mcncakup kcgiatan perencanaan, pclaksanaan serta 
monitoring dan cvaluasi. Kcgiatan perencanaan cksploitasi cncrgi panas bumi 
mclipuri kebijakan umum pcrusahaan dalam cksploitasi dan perencanaan 
kcgiatan cksploitasi cncrgi panas bumi. Kcgiatan pclaksanaan cksploitasi cncrgi 
panas bumi mclipuri pcngclolaan sumber daya, pclaksanaan kcgiatan pemboran 
dan pclaksanaan kcgiatan pembangunan proyck PLTP dan instalasi. Kcgiatan 
monitoring dan cvaluasi cksploitasi cncrgi panas bumi mclipuri dukungan 
ketersediaan mctodc/mckanismc monitoring dan cvaluasi dalam cksploitasi 
panas burnt dan pclaksanaan monitoring dan cvaluasi cksploitasi panas bumi.
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Penjelasan

Bcbcrapa pcrmasalahan signifikan dalam kcgiatan cksploirasi cncrgi panas bunii
unruk mcndukung kcbijakan cncrgi nasional pcnggunaan cncrgi baru tcrbarukan
yang mcmbutulikan pcrbaikan, vaitu:
1. Kcbijakan pcrcncanaan kcgiatan cksploirasi bclum scpenuhnva mcndukung 

kcbijakan cncrgi nasional pcnggunaan cncrgi baru tcrbarukan 
mcngakibatkan PCiH tidak dapat mcmbcrikan konrribusi vang optimal atas 
pcncapaian sasaran Pcmcrintah yang ditargctkan dalam kcbijakan cncrgi 
nasional.

2. Pcrcncanaan pcmboran bclum scpcnuhnya dilakukan sccara mcmadai 
mcngakibatkan:
a. PCjH mcnanggung bcban prcmi asuransi atas sumur-sumur yang tidak 

mcmiliki potcnsi blomut,
b. PGl 'i bcrpotcnsi mcnanggung biaya pcmulihan atas kcgiatan pcmboran 

vang tidak diasuransikan;
c. Pcmborosan kcuangan pcrusahaan atas pcmbavaran prcmi asuransi 

vang tidak scsuai dcngan kcbutuhan scnvatanva scbcsar USD4,164.00;
d. PGP mcnanggung biava pcmulihan scluruh sumur Hululais dmkr \ 

scbcsar USDI.'^,.^.3,740.88; dan
c. Lcmahnya pcngcndalian karcna kurangnya informasi apabila 

dibutuhkan pcnanganan keadaan darurat pada sumur-sumur milik 
PGl-:.

3. Pcrcncanaan pcmbangunan Provck PJ/ll3 dan instalasi bclum scpcnuhnya 
terscdia sccara mcmadai mcngakibatkan:
a. Tcrjadinva pckcrjaan tambah pada pclaksanaan pckcrjaan bcrupa 

mlcsv^n of ibe ninjection line cluster KRH-4 to KRM-2 scbcsar 
USD3(10,tHK).0();

b. Potcnsi tcrjadinya pcrmasalahan hukum dan sosial atas kurang 
mcmadainya pcmctaan lokasi pcngcmbangan geothermal Karaha 
berkaitan dcngan aspek lingkungan, hutan, maupun tanah masyarakat;

c. Risiko tidak cfckdfnya peningkatan kapasiras terpasang dari proyck 
small scale 1 .ahendong; dan

d. Potcnsi dikenakannva denda kctcrlambatan (bunga tunggakan) 
pcncrusan pinjaman atas kctcrlambatan pembayaran bunga kepada P’l' 
Pertamina (l^crscro).

4. Pcngclolaan Sumber Daya Manusia dalam kcgiatan cksploirasi bclum 
scpcnuhnya mcmadai mcngakibatkan:
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b.

c.

a. Fcrckrutan kcmbali pensiunan pcgawai PGE tidak dapat diukur 
capaian kincrjanya sccara jclas; dan

b. Pcmbayaran gaji/upah kcpada PWl’ PC>H yang bcrasal dari pensiunan 
pcgawai pcrusahaan ranpa dasar STK ridak dapat dinilai kcwajarannya.

5. Kcgiaran cksploirasi bclum scpcnuhnya didukung dcngan Proscdur 
Opcrasional Standar vang mcmadai mcngakibatkan:
a. PCiI1' kchilangan kcscmpatan unruk mcmpcrolch pcnerimaan dcnda 

minimal sebcsar USD7(),21H.40;
PGl'l ridak mcndaparkan jaminan kualitas ni> atas pcnggunaan n'g yang 
mcngalami NPT nj> Icbih dari 5%; dan
PGH ridak dapat mclakukan cvaluasi dan tindak lanjut perbaikan secara 
rcpat waktu atas pcncapaian KPI pcnyedia barang dan jasa dan NP'l' 
dalam suatu pcriodc.

6. Pclaksanaan kcgiaran pcmboran bclum scpcnuhnya dilakukan sccara 
mcmadai mcngakibatkan:
a. PGI;. bcrpotcnsi tidak mcncapai sasaran pcrusahaan tcrkait 

pcningkatan cadangan cncrgi geothermal;
Kcridakhcmatan senilai UvSOl,220,995.62 atas tindakan fishing job 
pada sumur Hl.S-Ql dan UBI.-K3 yang ridak efekrif;
Tindakan mclakukan Jhhin^ job, penghentian tindakan fishing job, 
mclakukan siddruck, dan release (penghentian pcmboran) pada sumur 
HTS-Ql dan UHLK3 ridak dapat divcrifikasi dan diuji kcmbali sebagai 
pcmbclajarati Icbih lanjut;
Pcrcncanaan biaya kcgiaran pcmboran yang tidak rcalisris 
memperrimbangkan kccukupan anggaran bcrpotcnsi tidak efekrif; dan 
Kckurangan pcnerimaan dari dcnda yang bclum dikenakan kcpada 
PDSI sebcsar USD2,671.04.

7. Kcgiaran pembangunan Proyck PLTP dan instalasi bclum scpcnuhnya 
didukung persiapan yang mcmadai mcngakibatkan:
a. Berkurangnva cfisicnsi pcnggunaan sumber dava atas perubahan desain 

provck pengembangan PLTP Lahendong Unit 5 dan 6;
Pcningkatan biava USD42,290.00 dirambah Rpl I.68().879.283,()0 pada 
proyck HPCC pembangunan PLTP Lahendong 5 dan 6 atas kcgagalan 
penyiapan lahan;
PGl'l bcrpotcnsi tidak mcmpcrolch hasil yang optimal dari proyck 
CDM;
Timbulnya pemborosan pcngcluaran minimal sebcsar 
Rp320.628.()()0.00 dari pengadaan tanah yang tidak termanfaatkan

b.

c.

d.

e.

b.

c.

d.
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scbagai tapak tower rransmisi dan indikasi pembayaran kompensasi 
ROW yang ridak ditnanfaatkan; dan

e. Penurunan keekonomian provck proyck Lumut Balai Unit 3&4 secara 
signifikan, antara lain dari timbuhiya tambahan biaya perawatan sebesar 
USD682,763.00 dan pembebanan bunga corporate loan PT Perramina 
(lJersero) sebesar USD2,H36,556.00.

8. Kegiatan pembangunan Proyek PI . IP dan instalasi serra rransmisi belum
sepenuhnya dilaksanakan sesuai koncrak mengakibatkan:
a. Kecidaktertiban adminisrrasi pembangunan proyek Pl/l'P dan instalasi 

Karaha 1 x 30 MW sebesar Rpl3.470.49y.219,00 dan USD.348,165.00 
atas addendum pelaksanaan KPCC yang ridak sesuai dengan jenis 
kontrak;

b. Potensi penerimaan dari pengenaan liquidated damaged maksimal sebesar 
Rp34.774.636.121,90 dan USD4,990,51 1.70 atas pert'orma 
pembangunan proyck Id .TP dan instalasi Karaha I x 30 MW yang 
tcrlambat dari batas akhir kontrak;

c. PCjH berisiko menanggung beban pencairan )aminan Pelaksanaan 
Tahap II sebesar USD290,0()().()() dan pemumsan perjanjian sepihak 
olch PT Pl.N aras kcrerlambatan penyclesaian UPCXi roral project 
Karaha 1 x 30 MW;

d. Potensi ridak tercapainva target pemenuhan penggunaan energi baru 
terbarukan sesuai dengan ketenruan Bauran Hnergi Nasional; dan

e. PC I i menanggung beban/peningkatan biava atas penambahan harga 
pada addendum pekerjaan rransmisi yang ridak sepenuhnva dapat 
dipertanggungjawabkan kewajarannya sesuai kontrak yang 
dircncanakan.

9. Metode mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan cksploitasi telah
tersedia tetapi belum sepenuhnya memadai mengakibatkan:
a. Penilaian KPI h'ungsi HH unruk success ratio pemboran sumur ridak 

menggambarkan pencapaian vang sebenarnva; dan
b. Rcalisasi KPI QM Manager belum mcncerminkan prestasi/kemajuan 

dan pencapaian proyek CDM.

yang terjadi, BPKUntuk mengatasi pennasalahan-penTiasalahan 
merekomendasikan Direksi POM antara Iain agar:
1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kesesuaian kebijakan 

pemerintah dengan rencana peningkatan kapasitas PLTP terpasang dalam 
RjPP, serta mengkomunikasikan kepada piliak-piliak yang berkepentingan 
(l}emerintah) apabila terjadi pergeseran/revisi atas RJPP.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Menyusun dan mcnctapkan Sistcm Tata Kerja yang mcngatur kritcria 
sumur cksisting yang diasuransikan, monitoring dan pcmutahiran status 
sumur yang diasuransikan.
Mcnginstruksikan VP Project Development Icbih cermat dalam memetakan 
pengembangan lapangan geothermal Karaha secara detail terkjiit penentuan 
lokasi provek sesuai kondisi di lapangan unmk dituangkan dalam I;S dan 
berkoordinasi dengan PT Perramina (Perscro) terkait kepastian pengenaan 
deiida serta kemungkinan penundaan pembayaran pokok dan bunga 
pinjaman yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Menyusun dan mcnctapkan STK tentang proses pengadaan dan 
pcncrimaan pekerja khusus yang berasal dari pensiunan pegawai PGP! (cks 
pekerja perusahaan), antara lain mengatur tentang kriteria/persyaratan 
seleksi, kontrak kinerja yang diharapkan, batas waktu maksimal 
pengangkatan, dan standar besaran pembayaran gaji/upah.
Melakukan pcnycsiiaian kontrak Semi IPM yang masih berlaku dengan 
mcngacu pada ketenman yang diatiir dalam PDW, khususnya pada aspek 
pengenaan tarif harian, sanksi dan denda, serta kewajiban kontraktor untuk 
inspeksi atas rig dan pelaksanaan rapat scn’icc qualit\‘ sccara bcrkala. 
Mcnginstruksikan \'P Drilling melakukan pemantauan dan pengawasan 
atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemboran dengan rencananya sccara 
bcrkala, baik dari sisi teknis maupun perkembangan realisasi biayanya serta 
berpedoman pada IIKAP dalam menyusun perencanaan biaya pemboran. 
J.cbih optimal melakukan pcngendalian atas biaya perawatan dan beban 
bunga yang timbul dari penundaan proyek I-umut Balai 3&4.
Mengcnakan licjuiduled damaged maksimal sebesar Rp34.774.636.121,90 dn 
USD4,990,511.70 kepada rekanan atas performa pembangunan proyek 
PI ,TP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW yang terlambat dari batas akhir 
kontrak.
Melakukan penyelarasan KPl h'ungsi UH dan KPI I'ungsi Drilling yang 
memiliki keterkaitan fungsi/kegiatan dan menetapkan indikator dalam 
Juknis KPl QM Manager untuk mengakomodir lingkup pekerjaan utama 
QM iManagcr dalam proyek CDM secara memadai.

Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan basil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan ckploitasi 
energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan 
cnergi baru terbarukan, sesuai dengan lingkup pemeriksaannya, belum
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scpcnuhnvfl efektif (skor 770/o) untuk mcncapai tujuan kcgiatan, yang tcrinci 
scbagai bcrikur:
1. Kcgiatan pcrcncanaaii cksploitasi cncrgi panas bumi dcngan bobor 250/o, 

mcndapatkan pcnilaian scbcsar 19" n;
2. Kcgiatan pciaksanaan cksploitasi cncrgi panas bumi dcngan bobor 60a'o, 

mcndapat pcnilaian scbcsar 44,5° »; dan
3. Kcgiatan monitoring dan evaluasi cksploitasi cncrgi panas bumi dcngan 

bobot 15°/o, mcndapat pcnilaian scbcsar 13,5'’/.).
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GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 

SKK MIGAS

Dalam IHPS 1 Tnhun 2018, BPK inclakukan pcmcriksaan dcngan tujuan 
tcrtcntii tcrhadap SKK Migas dan KKKS yang mcliputi perhirungan bagi basil 
migas dan monctisasi gas bumi, scrta pcngclolaan bclanja pada SKK Migas, 
Pcmcriksaan ini mcrupakan salah sacu pcmcriksaan atas cfcktiviras, 
produktivitas, dan daya saing BUMN.

Pcmcriksaan atas Pcrhitungan Bagi l-lasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tahun 
2016 unaik pclaksanaan Kontrak Kcrja Sama {Proiluction Shcinnn ('.ww/’/wc/'/PSQ 
ini bcrdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pcmcriksaan Pcngclolaan dan Tanggung jawab Kcuangan Negara dan UU 
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pcmcriksa Kcuangan (BPK).

PERHITUNGAN BAGI HASIL MIGAS DAN MONETISASI

Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas

SKK Migas adalah badan hukum yang dibentuk bcrdasarkan Peraturan 
Pcmcrintah (l^P) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pclaksana Kegiatan 
Usaha Kulu Minyak dan Gas Bumi sebagai pclaksanaan amanat Undang- 
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, scbclumnya 
adalah Badan Pclaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(BPMIGAS).

Kontrak Kerja Sama (KKS)

Dalam pclaksanaan kegiatan ekplorasi dan ckploirasi minyak dan gas bumi di 
Indonesia dilakukan olch para kontraktor bcrdasarkan suatu kontrak kerja sama 
dcngan pcmcrintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah Kontrak Bagi HasO atau 
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan cksplorasi dan cksploitasi yang 
Icbih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. KKS ditandatangani olch Badan Pclaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus 
Pclaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dcngan 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui olch Menteri Hnergi dan 
Sumber Dava Mineral (liSDM) atas nama Pcmcrintah RI. Setiap KKKS 
diberikan hak untuk mclakukan kegiatan cksplorasi dan cksploitasi pada satu 
\vilayah kerja.
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Pendapatan Bagi Hasil

Pcndapatiin ncgara dari pcrhitungaii bagi hasil migas adalah bagi basil antara 
pcmcrinrah, dalam hal ini SKK Migas dan KKKS, di tmna basil prodiiksi sctdab 
dikurangi biaya opcrasi (dalam unit) dibagi mcnurut suatu pcrscnrasc yang tclah 
ditctapkan dalam konrrak yang bcrsangkutan. Pendapatan ncgara dari bagi hasil 
migas dinyatakan dalam bagian pcmcrintah. Besaran bagian pcmcrinrah 
dipengaruhi olch jumlah liflins, dan biava opcrasi vang dimintakan pengganrian 
[cost ncovoi).

Kegiatan Monetisasi Gas Bumi

Kegiaran monetisasi gas bumi adalah kegiatan pcnjualan gas bumi vang 
dilaksanakan olch KKKS dengan pcmbcii berdasarkan Pcrjanjiaii lual Bcli Gas 
(PJBCj) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari KKKS dan pcmbcii. 
Kegiatan monetisasi gas bumi mcliputi kegiatan pcnjualan aras h^uliirijlCejs (Gas 
Pipa), / Jcjucfud Kaluml Gas (LNG), IJcjiiefieil Pel ml new Gas (LPG) dan Coal lied 
Methane (CBM). Pcnjualan gas bumi dilakukan mclalui mckanisme joint lij'tin\>i di 
mana bagian ncgara dijual bersama dengan bagian KKKS dengan harga yang 
sama. Ilasil pcnjualan gas bumi rersebut akan dibukukan sebagai pendapatan 
dalam .\PBN setclah memperhirungkan pembayaran kewajiban-kewajiban 
pcmcrinrah pada sektor hulu migas, yaitu sebagai Pcncrimaan Negara Bukan 
Pajak - Sumber Daya Alam Gas.

Tujuan Pemeriksaan

Pcmcriksaan atas perhitungan bagi hasil migas dan kegiatan monetisasi gas bumi 
tenitama bertujuan untuk mcnilai kewajaran pendapatan ncgara dari bagi hasil 
migas terkait dengan cost move}ys serta mcnilai kepatuhan KKKS terhadap KKS, 
peraturan perundang-undangan, dan pcngcndalian intern terkait dengan cost 
movety\ dan kewajaran perhitungan dan pembayaran aras 
pemanfaaran/penjualan /////;/(; gas bumi bagian ncgara. Sclain itu, untuk mcnilai 
kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap KKS, peraturan perundang- 
undangan, serta pcngcndalian intern dalam kegiaran pemanlaatan ///Z/wi; gas 
bagian ncgara.

Hasil Pemeril^aan

Hasil pemeriksaan BPK aras perhitungan bagi hasil migas dan kegiatan 
monetisasi gas bumi menyimpulkan bahwa masih dijumpai adanya permasalahan 
yang berpengaruh terhadap nilai perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 serta 
permasalahan terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
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undangan: dan masih tcrdapar pcrmasalahan dalam kcgiatan monctisasi gas bumi 
bagian ncgara tahun 2() 16, yaitu masalah kewajaran pcrhitungan dan pcmbayaran 
scrta masalah kcparuhan tcrhadap pcraturan pcrundang-undangan, kontrak dan 
pcngcndalian intern.

Permasalahan Utama

Pcrmasalahan utama pcngcndalian intern atas pcrhitungan bagi hasil migas dan 
monctisasi gas bumi yaitu SOP bclum bcrjalan optimal, pciaksanaan kebijakan 
mengakibatkan hilangnya potensi pcncrimaan dan SOP bclum disusun/tidak 
Icngkap. Sedangkan pcrmasalahan utama yang terkait dengan ketidakpatuhan 
tcrhadap ketentuan peramran pcrundang-undangan atas pcrhitungan bagi hasil 
migas dan monctisasi gas bumi, yaitu korcksi pcrhitungan bagi hasil dengan 
KKKS. pcncrimaan sclain denda kctcrlambatan bclum dipungut/ditcrima, 
pcmborosan/kcmahalan harga, dan lain-lain pcrmasalahan ketidakpatuhan.

;\kibat dari pcrmasalahan dalam hasil pcmcriksaan atas pcrhitungan bagi hasil 
migas dan monctisasi gas bumi antara lain: kckurangan pcncrimaan bagian 
ncgara dari pcrhitungan bagi hasil migas tahun 2016 akibat kclcbihan 
pembebanan cosl nxoveiy senilai Rp78.094.840.()n0,00 dan USS33,572,870.00; 
ncgara tidak dapat scgcra mcmanfaatkan pcncrimaan ncgara berupa pajak 
penghasilan migas yang tcrutang minimal senilai USS2H,804,014.40; pemborosan 
senilai Rp20.150.210.000,00 dari sclisih biava swakclola SBl; yang disetujui 
KLMK dengan penggunaan jasa pihak ketiga; lokasi yang tclah dilakukan proses 
pemulihan fungsi lingkungan hidup bclum mcmiliki SSPI.'l' dari ICI.HK; 
pekerjaan proyck HPCH Vlowlhu: 6” and 8” for Wasambo berpotensi tidak dapat 
scgcra rermanfaatkan untuk lifting, harga kontrak tidak dapat diyakini 
kewajarannya scrta pcmbayaran yang bertentangan dengan klausul kontrak tidak 
mcmiliki dasar hukum; potensi hilangnya pcncrimaan ncgara atas pembebanan 
mt recovery tahun 2016 yang mclebihi persetujuan SKK Migas; pengenaan denda 
kctcrlambatan pembavaran kepada Pctrosclat yang berstatus pailit; dan
kegagalan penyediaan fasilitas gas pipa olch pcmbcli gas bumi; tertundanya 
pcncrimaan ncgara dari lifting gas bagian pcmcrintah dan potensi hilangnya 
pcncrimaan ncgara dari pengenaan denda kctcrlambatan atas pcmbayaran lifting 
gas.

Secara kcscluruhan, hasil pcmcriksaan atas pcrhitungan bagi hasil migas dan 
monctisasi gas bumi mengungkapkan 22 temuan yang memuat 29 pcrmasalahan. 
Pcrmasalahan tersebut mcliputi 8 kclcmahan SPl, 20 ketidakpatuhan tcrhadap 
ketentuan pcraturan pcrundang-undangan senilai Rp976.571.420.000,00 miliar 
dan 1 pcrmasalahan 31i senilai Rp20.150.210.000,00 miliar. Sclama proses
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pcmcriksaan bcrlangsung, SKK Migas dan KKKS rcrkait tclah mcnindaklanjud 
rckomcndasi BPK dcngan mclakukan pcnycroran kc kas ncgara scbcsar 
Rp737,340.000,00.

PENGELOIAAN BEI^JA PADA SKK MIGAS

Bclanja Opcraskmal SKK Migas adalah dana opcrasional SKK Migas yang 
bcrsumhcr dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara (APBN). Dana 
opcrasional tersebut digunakan untuk menjalankan rugas dan fungsi SKK Migas 
yang mewakili pcmcrintah sebagai manajemen dalam pcngclolaan sumber dava 
minyak dan gas buini di Indonesia. Sebagai salah satu enritas akuntansi, SKK 
Migas berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan APBN.

Pcmcriksaan atas pcngclolaan bclanja pada SKK Migas tcrutama bertujuan 
untuk mengungkapkan kondisi yang dapat dilaporkati tentang kepatuban 
rerhadap ketentuan peraruran perundang-undangan rang ditemukan dalam 
pcmcriksaan, dan mendukung pelaksanaan pcmcrik.saan atas Laporan Kcuangan 
Pcmcrintah Pusar (l.KPP) Tahun 2017.

hlasil pcmcriksaan BPK atas pcngclolaan bclanja pada SKK Migas 
mcnvimpulkan bahwa pelaksanaan bclanja opcrasional SKK Migas dan hal-hal 
tcrkaii dcngan pclaporan akuntansi sebagai dukungan rerhadap LKPP Tahun 
2017 bclum sepenuhnva sesuai dcngan ketentuan vang bcrlaku.

Pcnnasalahan utama pcngcndalian intern dalam pcngclolaan bclanja pada SKK 
Migas adalah pelaksanaan kebijakan mengakihatkan hilangnya potensi 
pcncrimaan, pcrcncanaan kegiatan tidak mcmadai, penyimpangan terhadap 
peraturan tentang pcndapatan dan bclanja, serta SOP bclum bcrjalan optimal. 
Sedangkan pcnnasalahan utama keddakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam pcngelolaan belanja pada SKK Migas, vaitu 
pemborosan/ kemahalan harga, kelcbihan pembavaran pekerjaan namun bclum 
dilakukan pclunasan pembavaran kepada rekanan, dan lain-lain pcnnasalahan 
keddakpatuhan.

Sccara kcseluruhan hasil pemcriksaan bclajija SKK Migas mengungkapkan 16 
temuan yang memuat 31 pcrmasalahan. Pcnnasalahan tersebut mcliputi 5 
kclcmahan SPI, 19 keddakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- 
undangan senilai Rpl,31 miliar, dan 7 pcnnasalahan 31'‘ senilai Rp27,74 miliar.

Selama proses pcmcriksaan l)crlangsung, SKK Migas reiah mcnindaklanjud 
rckomcndasi BPK dcngan mclakukan penyctoran kc kas ncgara sebesar 
Rp397,92 juta. Rckapitulasi hasil pemcriksaan atas pcngclolaan belanja pada 
SKK Migas.
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PDTT
SKK MICAS DAN KKKS
Peiidapataii Negara dari Perliituiigaii 

Bagi Hasil Miiiyak dan Gas Buini 
Taliiiii 2016

Hasil Pemeriksaan

REKOMENDASI

Kesimpulan dan Rekomendasi BPK

Nilai
Temuan/ 

IKekurangan 
^Penerimaan

USD55.2B.2073

Pengurang Cost Recovery
USD23,383,687.59

Perlu dilakukan pembayaran/ pemindahbukuan/ 
persetujuan penyelesaian

USD28.804,014.40

Masih Memerlukan Tindakan Lebih Lanjul 
USD3,023,505.41

Bagi
Hasil Indonesia Share 

(SKKMigas)
Contractor Share 

(KKKS)

USD9,653/239/135.12 Unaudited USD15.232,264,622.87

Koreksi (+) USD11,162,061.85 Koreksi(-)

USD9,664/401r201.85 Audited USD15,221,102,588.15
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Pendahuluan

Pemeriksaan ini dilaksanakan pada Satuan Kcrja Khusus Pclaksana Kcgiatan 
Usaha Hulu Minvak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Konrraktor Kontrak Kcrja 
Sama (KKKS). Pemcriksaan ini bermjuan mcnilai kcwajaran pcndapatan ncgara 
vang bcrasal dari bagi basil minyak dan gas bumi tahun 2016. Pemcriksaan 
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemcriksaan Keuangan Negara vang 
diretapkan olch BPK.

Pcndapatan negara dari bagi basil minyak dan gas bumi disebut sebagai bagian 
pcmcrintah. Besaran bagian pcmcrintab dipengarubi olcb nilai dan cost
recover)'. Bagian pcmcrintah dan bagian kontraktor vang disampaikan dalam 
Perhitungan Bagi Hasil Minvak dan Gas Bumi Tahun 2016 {iinai(dited) olch SKK 
Migas dan KKKS adalah senilai US09,653,239,135.12 dan 
USDl 5,232,264,622.87.

Penjelasan

Hasil pemcriksaan atas perhitungan bagi hasil tahun 2016 menyajikan temuan 
pemcriksaan yang berpengaruh terhadap nilai perhitungan bagi hasil minyak dan 
gas bumi, baik yang telah disetujui untuk dilakukan koreksi perhitungan maupun 
belum disepakati dan masih memerlukan tindakan lebih lanjut.

Temuan-temuan pemcriksaan tersebut terdiri dari 12 temuan, 13 pennasalahan 
dan 30 rekomendasi sebagai berikut:

1. Keterlambatan pelaksanaan provek Provision of hnstneenng, Procioxment. 
Construction and Installation of Kerendan Gas \:acilities pada KKKS Ophir 
Indonesia Bangkanai Ltd. belum dikenakan denda dan penerbitan 
Perubahan l.ingkup Kepa (PLK) ridak sesuai Pedoman Tata Kerja 007 
yang mengakibatkan kekurangan pencrimaan negara dari perhitungan bagi 
hasil migas KKKS OIBI. tahun 2016, vangdibebani kelebihan pembebanan 
cost mover) dari PLK senilai USD6,746,116.00 dan potensi pengurangan cost 
tveovety dari pengenaan denda \ang belum dilakukan senilai 
USD4,212,062.87.

2. Pembebanan biava Tenaga Kerja .\sing pada enam KKKS tidak sesuai 
Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 258/PMK.Ol 1/2011, Pedoman Tata 
Kerja Noinor 0l8/P'l'K/X/2008 llcvisi I, dan persetujuan SKK Migas 
yang mengakibatkan kekurangan bagian negara dari perhitungan bagi hasil 
migas tahun 2016 KKKS CPGL, UMCL, PCM., PONSBV, Tl'PI, dan 
EMBBV, yang dibebani olch kelebihan cost recovery senilai USD5,938,672.57.
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3. Kctcrlambatan pcnydcsaian pckcrjaan Pmvision of linghieering, Pmmxmenl. 
Construction, and Commissioning^ (I iP(X') for Onshore Receiving I 'acility (ORl'') 
Bukit Tua Development pada KKKS Petronas Carigali Ketapang II Ltd. 
bclum dikenakan denda yang mengakibatkan kckurangan pcncrimaan 
negara dari perhitungan bagi basil migas Tahun 2016, yang dibebani potensi 
pengurangan cost recovery yang bclum dilakukan olch KKKS PCK2L senilai 
USD3,(;on,y53.11.

4. Pclaksanaan pckcrjaan penyiapan infrasmiktur mllpaddan jalan akscs untuk 
kegiatan pengeboran lapangan jambaran Tiung Biru pada KKKS Pertamina 
HP Cepu tidak sesuai kontrak dan Pedoman 'I'ata Kerja 007 yang 
mengakibatkan pembayaran atas pclaksanaan pckcrjaan pembuatan dircksi 
kit yang tidak sesuai lokasi, rencana denah bangunan serta spesifikasi yang 
dipersyaratkan dalam kontrak sebesar Rpl.504.688.435,91 tidak dapat 
diyakini dan berpotensi tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery; 
penerbitan PLK JTB-PP-X-CPL-00()-00017 untuk penggunaan limestone 
senilai Rpl 0.226.565.440,00 tidak dapat diyakini dan berpotensi tidak dapat 
dibebankan sebagai biava cost recovery senilai Rpl 1.731.253.875,91 serta 
mcngalami kctcrlambatan dengan denda maksimal senilai 
Rp9.029.884.767,15;

5. Proses pengadaan Kenlal One I 'nit Anchor I fandlins> Tug Supply Sendees for Block 
B pada KKKS Medco HP Natuna Ltd. diragukan kewajarannya antara lain 
persvaratan dalam dokumen lelang cenderung mengarah pada spesifikasi 
tertentu yang berindikasi hanya dapat dipenuhi olch satu penyedia dan 
penandatanganan kontrak dilaksanakan scbclum pcnycrahan Jaminan 
Pclaksanaan yang mengakibatkan pclaksanaan proses lelang Rental One (1) 
Unit Anchor Handling Tug Supply (AHTSj Sendees for Block B sebesar 
Rp25.271.650.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi 
mempengaruhi biaya operasi.

6. Pclaksanaan kontrak Jasa Pengamanan Opcrasional Wilayah South Sumatra 
Block pada KKKS Medco EP Indonesia - South Sumatra berpotensi 
kcmahalan dari sewa alat kerja pengamanan yang mengakibatkan potensi 
kckurangan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 s.d. 
2019, vang dibebani olch kelcbihan pembebanan cost recovery senilai 
Rp4.030.609.999,68.

7. Pclaksanaan dan pembebanan biaya penyediaan jasa tenaga kerja penunjang 
pada empat KKKS tidak sesuai ketentuan pemerintah, Pedoman Tata Kerja 
007 dan kontrak yang mengakibatkan kckurangan pcncrimaan negara dari
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pcrhitungan bagi basil migas KKKS PHli NSB, PHii WMO, MLiPI 
Malaka, dan (iSHJ, tahun 2016, vang dibcbani kdcbihan pcmbcbanan cost 
mw/rr)’scnilai Rpl.077.154.531,72 dan dcnda kcrcrlambacan cmpar Kontrak 
yang scharusnya dikcnakan ridak dapar diimplcincntasikan karcna 
kcridakjdasan taktor pcngati di dalam kontrak.

8. Pcmljcbanan bia\'a bunga dari / lous/i/o Omurship Plan dan Car Ownership 
Program pada riga wilayah kcrja di grup KKKS Mcdco K&P Indonesia ridak 
sesuai Peraruran Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Pedoman Tara 
Kcrja Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi I mengakibarkan kckurangan 
bagian negara dari perhirungan bagi basil migas KKKS MHPl iMKPI 
Tarakan, iMHPI 1 -cmatang, dan MHPI Blok .\ tabiin 2016, vang dibcbani 
olcb kdcbihan cost ivcoveiy senilai Rp2.111.372.776,49.

9. Pcmbcbanan biaya adminisrrasi pada sebdas KKKS tidak sesuai Peraruran 
Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2010, Peraruran Menteri Ivncrgi dan Sumber 
Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008, dan ]icdoman Tata Kcrja Nomor 
018/PTK/X/2008 Revisi I mengakibarkan kckurangan bagian negara dari 
perhirungan bagi basil migas KKKS KKI, MliPI - Bengara, MI'^Pl - Blok 
A, MHPI - Lemarang, MKPI - South Sumatra, MhiPI - Tarakan, PCMH, 
P(i|I-, PHH ONWj, HMP MSSA tahun 2016, yang dibcbani oldi kdcbihan 
pcmbcbanan cos! recovery senilai USD134,402.02.

10. Pcrhitungan dan Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan dan luran BPJS 
Kcschatan unruk Penyediaan Jasa Tenaga Kcrja Penunjang pada limpar 
KKKS diragukan kewajarannva senilai Rp322.982.70l,60 dan tidak sesuai 
kerenman yang mengakibarkan kckurangan penerimaaii negara dari 
pcrhitungan bagi basil migas Tahun 2016, yang dibcbani kdcbihan 
pcmbcbanan cost recovery dari pembayaran iuran BPJS untuk kontrak jasa 
tenaga kcrja penunjang pada ('SHI. dan SRMO senilai total 
Rpl 24.328.939,68

11. Pdaksanaan Proyck lin^ineerin^. Procurement, Cunstn/ction. e.'~ Installation 
\:lowline 6" and 8" for Wasambo pada KKKS l^ne^;^• \ic/uity lipic (Sengkang) 
Pry. 1-td. bdum tersdesaikan dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan 
antara lain terjadi karcna perubahan Jangka Waktu Kcrja (P)WK) atas 
kontrak tidak didukung dengan justifikasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan pdaksanaan proyck I'iPCil i'lowline 6" and H" for 
Wasambo sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak tidak 
tersdesaikan schingga mengakibarkan pekerjaan proyck HPCl \'lowline 6"
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and S" for Wasamho scnilai Rpl9.862.680.01)(),00 bcrpotcnsi ridak dapat 
scgcra tcrmanfaatkan untuk lijtins^.

12. Scbanyak 12 Pcmcgang Par/icipalins, In/eresf KKKS bclum mcnyclcsaikan 
kcwajiban pcmbayaran Fajak Fcnghasilan scrta Pajak Bunga Dividcn dan 
Royalti Tahun 2009-2016 mcngakibatkan Negara ridak dapat scgcra 
memanfaatkan pcncrimaan negara berupa pajak penghasilan migas yang 
tcrutang minimal scnilai USn28,804.(H4.40.

Kesimpulan dan Rekomendasi BPK

Berdasarkan basil pcmcriksaan tersebur di atas, jumlah nilai temuan-temuan 
pcmcriksaan setara dengan USD55,21 1,207.39 (dengan menggunakan kurs 
tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016 scnilai Rpl3.436 per USD) 
dan dirckomendasikan untuk diperhitungkan sebagai pengurang cos/ ruviviy 
scnilai USD23,383,687.59, dilakukan pcmbayaran/pemindahbukuan/ 
persetujuan pcnvclcsaian scnilai USD28,804,014.40, maupun disclcsaikan 
dengan proses tertentu yang masib mcmcrlukan tindak lanjut scnilai 
USD3,023,505.41.

Perhilungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Hasil pcmcriksaan atas bagi basil migas tahun 2016 menunjukkan biaya operasi 
setara dengan USD23,383,687.59 ridak dapat diperhitungkan sebagai cos/ ncoiri^’ 
dan dirckomendasikan untuk dikorcksi. .\tas korcksi tersebut maka perhitungan 
bagi hasil tahun 2016 setelah memperhitungkan temuan BPK disajikan dalam 
tabcl berikut ini:

Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 {Audited)

Category Unaudited
(USD)

Korcksi
(USD)

Audited 2016 
(USD)

To/al Recoverahks 11,930,404,020,00 (2.3,383,687.59) 11,907,020,332.41
1 icjui/y To he 
■V/)///

8.650,372,930.00 23.383.687.59 8,673,756,617..59

Total
Indonesia's 
Share

9,653,239,140.00 11,162,061.85 9,664,401,201.85

Tolal Contruc/or's 
Share

15,232,264,620.0(1 (11,162,061.85) 15,221,102,558.15

Schingga setelah dilakukan korcksi atas perhitungan cost recover)^ bagian bagi hasil 
yang mcrupakan bagian pcmcrintah adalah sebesar USD9,664,401,201.58 
(.4udi/i’d).
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SKK MICAS DAN KKKS 
PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

P DTT Peiidapataii Negara dari Perliitiiiigaii
Bagi Hasil Minyak dan Gas Buiiii 

Taluiii 2016

Hasii Pemeriksaan

5 Temuan Perhitungan Bagi Hasil Migas

1 Temuan

Rekomendasi BPK

Keleinalian Sistem Pengendalian Intern dan 
Kepatuhan Terhadan Peratnran Perunciang- 

undangan

1. Mebkuk.in knrcksi cost recovers’ senilui USD12,968.04197

2. Melakukan pengawasan pengendalian serta meningkatkan 
kepatuhan ternadap peraturan perundang-undangan

Nilai KoraksI Cost Recovery/ 
Kckurangan Penerimian

USDI2,958,045.97

Bagi
Hasil Indonesia Share 

(SKK Migas)
Contractor Share 

PTCHEVRON PACIFIC

USDl ,776,505,740.62 Unaudited USD1,843,065,274.91

Koreksi (+) USD6,743,383.91 Koreksi (-)

USDl ,783,249,124.53 Audited USD1,836,321,891.00

Konamanl^GwaJiban Perpajakan USDG.QQM,662.07
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Pendahuluan

BPK tclah mcmcriksa l>cndapatan Negara dari Perhirungan Bagi l lasil Minyak 
dan Gas Buini (Migas) Tahun 2016 wdlayah kerja Rokan pada SKK Migas, 
KKKS FI' (Chevron Pacific Indonesia dan enriras terkait lainnya, dengan rujuan 
untuk menilai kewajaran pendapatan negara dari bagi hasil ininyak dan gas bumi 
terkait cos! nenvety (Ijiaya yang dimintakan penggantian) termasuk PPh Migas dan 
menilai kepatuhan KKKS terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS), peraturan 
perundang-undangan serta pengcndalian intern Terkait cos! recovery termasuk PPh 
Migas.

Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi adalah bagi hasil 
antara pemcrintah, dalam hal ini SKK Migas dengan PT Chevron Pacific 
Indonesia dimana hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi (dalam unit) 
dibagi menurut suatu persentasc yang telah ditetapkan dalam kontrak yang 
bersangkutan. Bagi hasil minyak dan gas bumi yang diperiksa oleh BPK antara 
lain meliputi cos! txcoveiy dan PPh Migas.

Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dinyatakan dalam 
bagian pemerintah. Besaran bagian pemerintah dipengaruhi antara lain olch 
jumlaii IJiin.s, dan biaya operasi {cost recovay).

Penjelasan

Pcmcriksaan dilakukan secara uji peak terhadap bukti-bukri pencatatan terkait 
dengan bagi hasil minyak dan gas bumi sesuai lingkup pcmcriksaan dengan 
cakupan pcmcriksaan sebagai berikut:

Sasaran Pemeriksaan Nilai USD
1 IJftins, Oil (Cwss Sales) 3,619,571.015.53
2 I'irsl I'ninche Pelrokum (I'TP) 723,914,203.62
3 Domes/ic A h/rke! Ohlitaa/ion 178,713,189.94
4 Cos! Recovery 1.669.798,851.62
5 Bagfian Pemerintah 1,776,505,740.62
6 Kewajiban Perjiajakan 132,245,929.19
7 PT Chevron Pacific Indonesia 1,843,065,274.91

Hasil pemeriksaan BPK atas bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2016 
mengungkapkan adanya 6 temuan dengan 11 petmasalahan dan 13 rekomendasi.

Hasil pemeriksaan yang mempengaruhi Pendapatan Negara adalah 5 temuan 
vaitu sebagai berikut;
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1. Rcalisasi 20 Aulbori^lion for XixpendiUm FT Chevron Pacific Indonesia 
melebihi Surar Persetujuan Chrsc Out Kt/)/;r/SI<K Migas yangmengakibarkan 
berkurangnya Pendaparan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas dari 
kclebilian pembebanan biava ovemni scnilai USD100.H21.00 ke dalam cost 
recovery dan berpotensi berkurangnya PNBP dari pembebanan cost n-corery 
tahim 2016 scnilai USD 13,408,976.07 vang melebihi perserujuan SKK 
Migas. Atas temuan ini PT Chevron Pacific Indonesia relah melakukan 
koreksi senilai USD92,354.19 untuk ovemm .1/'/; dan akan melakukan 
proses review senilai USDS,582,200.00 yang melebihi persetujuan .\1'T'..

2. Remunerasi Tenaga Kerja Asing P'l’ Chevron Pacific Indonesia melebihi 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.Ol 1/2011 dan Pedoman 
Tata kerja Nomor 018 yang mengakibatkan berkurangnya PNBP Migas 
senilai USD 11,820,352.50 dan kelebihan cost tecovciy tahun 2016. Atas 
temuan ini BPK merekomendasikan agar Kepala SKK Migas memberikan 
surar peringatan kepada Presiden Direktur PT CPI untuk inematuhi 
ketentuan dalam PP No. 79 Tahun 2010 dan melakukan koreksi cost n-covety 
serta memperhitungkan tambahan penerimaan bagian negara.

3. Konsorsium PT CUP - PT PBB Pelaksana 'Wuik Wepair / \caiy 0//belum 
dikenakan denda dimana berdasarkan I.aporan Bulanan [Monthly Reporf) dan 
Surat Perinrah Kerja (SPK) masih terdapar kelemahan antara lain:
a. Jangka waktu Surat Perinrah Kerja ridak sesuai target wakru di kontrak
b. Pelaksana perbaikan tangki dilakukan tanpa amandemen kontrak
c. Denda keterlambatan belum dikenakan kepada rekanan senilai 

USD709,500.()U

Hal tersebur mengakibatkan berkurangnya PNBP dari sektor Migas untuk 
wilayah Rokan dari kelebihan pembebanan cost recovery senilai 
USD709,50(M)0.

4. Pclaksanaan pekerjaan / lyclivcurhoii Impacted Soil senilai Rp4.452.416.8()(),00 
ddak sesuai PP Nomor 101 'I'ahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahava dan Beracun dimana berdasarkan basil pemeriksaan 
menunjukkan beberapa kelemahan pengelolaan 'I'anah Terkontaminasi 
Minyak Bumi (Tl'iM) sebagai berikut:
a. Kckeliruan penanggalan kontrak
b. Owner I istimate disusun ridak cermar
c. Pekerjaan disubkontrakkan lebih besar dari 50" n
d. Pengganrian personil inri [Project Management I'ea/rr) belum dikenakan 

denda
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c. Lokasi pclaksanaan pckcrjaan di luar lokasi rencana pcmulihan lahan 
terkontaminasi

f. Proses penerbitan Surat Selesai Pcmulihan L.ahan Terkontaminasi 
(SSPL'O scnilai Rp572.480.63().816,0() dan USD3,343,596.00 bcrlarut- 
larut

Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya PNBP Migas dari kclcbihan 
pembebanan cost recover)' dari biaya pcmulihan lokasi 31 .-28 yang dikeluarkan 
dari RPLT scnilai Rp4.452.416.800,00 dan belum dikenakan denda 
USDl,000.00 untuk pckcrjaan Area Super hikmlent PT SP karena terdapat 
pergantian PMT yang tclah dipilih sesuai kompetensi yang diminta pada 
kontrak, akibat lainnya adalah harga konrrak ridak dapat diyakini 
kewajarannya karena Owner llstimate tidak mcncerminkan perkiraan harga 
yang wajar, pemborosan keuangan negara scnilai Rp20.150.219.586,00 dari 
selisih biava swakelola SBl'' dengan penggunaan jasa pihak ketiga, kclcbihan 
pembebanan WI< Rokan atas biaya pcmulihan lokasi batang pada WK Sink 
yang belum ditagihkan PT CPI ke PHIi Sink scnilai Rpl98.384.160,00 dan 
lokasi yang relah dilakukan proses pcmulihan namun belum mcmiliki Surat 
Selesai Pcmulihan Lahan 'I'crkontaminsi (SSPI.T) dari Kl.HK.

5. Kclcbihan pemhayaran atas Kontrak jasa penyediaan renaga kerja pihak 
ketiga PT SPIK Oil & (las Services Indonesia yang disebabkan karena 
adanva kclcbihan pembayaran dari nilai kontrak dan pembayaran yang 
bertentangan dengan klausul kontrak yang mengakibatkan berkurangnya 
PNBP Migas minimal scnilai Rp80.519.768,49 dan pembayaran tidak sah 
karena bertentangan dengan klausul kontrak minimal scnilai 
Rp495.755.016,00 dan pembayaran tersebut tidak mcmiliki dasar hukum 
kontrak.

Sedangkan hasil pcmcriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan 
terhadap Peraturan Peaindang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Proyek Pckcrjaan KPC NDD Area 13 belum seluruhnya sesuai 
dengan PTK 007 dan proses pcnyclcsaian penambahan perubahan lingkup 
kerja bcrlarut-larut, dimana berdasarkan hasil pcmcriksaan atas proses 
pengadaan dan manajemen proyek NDD ,\rca 13 diketahui kclcmahan 
sebagai berikut:
a. Pemilihan jenis kontrak lumpsum tidak tepat
b. -\nalisis dan mirigasi risiko pckcrjaan tidak mcmadai
c. As built euejueerine^ belum mcmadai untuk mengantisipasi PLK
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d. Proses pcnyclcsaian Perubahan langkup Pekerjaan (l^l.K) yang 
diajukan olch Konsorsium WIS bcrlarut-laruf

Hal tersebut mengakibatkan pemerintah ridak dapar memanfaatkan fasilitas 
produksi NDD Area 13 secara tepar wakru karena kelcmahan fnanajemen 
proyck PT CPI dan berporensi mcnimbulkan masalah hukum administrasi 
negara antara PT CPI (Kontrakror SKK Migas) dengan P'l' W'ijava Kan a 
(l>crscTo) atas pengajuan Pl.K.

Atas temuan ini Presiden Direkrur PT Chevron Pacific Indonesia tclah 
berkoordinasi dengan SKK Migas dimana SKK Migas relah membeimik 
Tim untuk mclakukan evaluasi dan peninjauan lapangan serra relah 
menetapkan waktu penyelesaian sesegera mungkin tidak melebihi bulan 
April 2018.

Kesimpulan Pemeriksaan dan Rekomendasi BPK

1. Jumlah nilai remuan dari pemeriksaan aras bagi hasil minyak dan gas bumi 
tahim 2016 adalah sebesar USD121630,673.50 dan Rp4.532,936.568,49 
(ckuivalen USD337,372.47 dengan kurs HI per 31 Desember 2016 
USDl.OO = Rpl3.436,()0) arau total senilai USD12,968,045.97 yang 
dirckomendasikan untuk diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi 
{cos! reaivcii) dalam Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016, sehingga 
pendapatan negara dari bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2016 screlah 
memperhitungkan temuan BPK disajikan dalam tabel berikur:

Sasaran
Pemeriksaan

Unaudited
(USD)

Koreksi
(USD)

Audited
(USD)

1 / Oil
(Cmss Sales)

.3,619,571,015.53 - .3.619„571,015.5.3

2 1 :irst 1 'ranche 
Petroleum

723,914,203.62 - 72.3.914.203.62

3 Domestic
Market
Ohlioation

178,71.3,189.94 178,71.3,189,94

4 Cost Recovo'y 1,669,798,851.62 (12,968,045.97) 1,686.8.30,805.65
5 Bagian

Pemerintah
1,776,505,740.62 6,743,383,91 1.783,249,124.53

6 Kewajiban
Pen'>aiakan

1.32,24.5,929.19 6,224,662.07 1.38.470.591.25

7 PT CPI 1,843,065,274.91 1,836,321,891.00
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Masih tcrdapat kclcmahan sistcm pcngcndalian intern dan ketidakpatuhan 
tcrhadap pcraturan pcrundang-undangan yang tidak berdampak pada bagi 
basil minvak dan gas bumi dan BPK mcrckomcndasikan agar SKK Migas 
dan KKKS PT untuk mcningkatkan pcngawasan pcngcndalian scrra 
mcningkarkan kcpatuhan tcrhadap pcraturan pcrundang-undangan.
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SKK MICAS dan KKKS

Keaiaban Monebisasi GAS BUMIIagian Negara Tahun 2016

llasil Pemeriksaan
Kewajaran 

perhitungan 
dan 

pembayaran

Kepatuhan terhadap 
peraturan

perundang-undangan, 
kontrak. dan 

pengendolinn intern

Gas Ba; SanBai
bumi

pcnyediaan fasilitas 
igian negara pada Gas Sales

prpa oleh pembeli^gas

2. Pengelofaan atas pengembangan lapangan BD WK Madura 
Strait berlarut-larut dan bersengketa serta terdapat polensi 
tidak terserapnya gas oleh pemben

3. Penyetesaian masalah PPN alas Jasa Pengolatian LKG PI 
Badak berlarut-larut

kesiii]|iiil;in Penieriksaan l{ekuiiiendasi Bl’K

Rancangan dan Implementasi SIstem 
Pengendallan Intern (SPI| terkalt 

pelaksanaan kegiatan monetlsasi gas 
bumi bagian \egara Tahun 2016 BELLM 

SEPENLHWA EFEKTIF 
dalam menjamin kepatuhan terhadap 
ketentuan dan peraturan perundang- 
undangan vang berhubungan dengan 
kegiatan monetisasi gas bumi bagian 

Negara.

OMemerintahkan KKKS sebagai penjual . 
gas bumi tiniuk memberikan teguran * 
kepada pembell yang tidak mematuhi 
Perjanjian Juat belt Gas(PJBC)

Mengevaluasi kelanjutan CSA 3 dan 4 
serta mengupastikan pembeli bam 
untuk memulihkan penerimaan negara 
yang hilang

Berkoordinasi dengan kementerian/
0 lembaga lain untuk menyelesaikan Q 

persoainn vang berlarut
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Pendahuluan

Pcmcriksaan ini dilaksaivakan pacla Satuan Kcrju Khusus Pclaksana Kcgiaran 
Usaha Hulu Minyak dan (>as Bumi (SKK Migas) dan Kontrakror Kontrak Kcrja 
Sama (KK.KS) serta cntiras rcrkair lainnya. Pcmcriksaan dilaksanakan scsuai 
dcngan Standar Pcmcriksaan Kcuangan Negara yang ditetapkan olch BPK, 
dengan tujuan untuk menguji dan mcnilai:

a. Kewajaran perhimngan dan pembayaran atas pcmanfaaran/penjualan lifting 
gas bumi bagian negara pada SKK Migas, KKKS, dan entitas terkait lainnya;

b. Kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap Kontrak Kcrja Sama (KKS), 
peraturan perundang-undangan, dan kcandalan pcngcndalian intern dalam 
kegiatan pemanfaaran lifting gas bagian negara.

Kegiatan Monctisasi Gas Bumi adalah kegiatan penjualan gas bumi yang 
dilaksanakan olch KKKS dengan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual bcli (jas 
(13JBG) vang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari KKKS dan Pembeli. 
Kegiatan Monctisasi Gas Bumi mcliputi kegiatan penjualan atas Natural 
Gas/NG (Gas Pipa), \J(juefied Natural Gas (1.NG), IJquejhd Petroluem C,as (KPCj) 
dan Coal liedMelhatw ((’BM).

Kegiatan monctisasi gas bumi yang berupa Natural Gas, LNG dan CBM 
dilaksanakan dengan penjualan kepada beberapa pembeli sedangkan monctisasi 
gas bumi yang berupa I,PG dilaksanakan penjualan langsung dan hanya kepada 
PT Pertamina (l3erscro) l^bk. Scsuai yang diatur dalam surat Menteri HSDM. 
Hasil penjualan gas bumi tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan dalam 
.\PBN sctelah memperhirungkan pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah 
pada sektor hulu migas, yaitu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak - Sumber 
Daya Alam Gas.

Penjelasan

jumlah lifting gas bumi bagian Negara selama kurun waktu lahun 2016 adalah 
sebagai Ijcrikut:

Rckapitulasi LiftingG^% Bumi Bagian Negara Tahun 2016
No Report Produk Tujuan Bagian Negara 

(USD)
1 .\D3 / Minified Kalnral Gas 

(LNG)
I-lkspor 415,-322,610.48

2 AD3 Natural Gas (NG) 1 -Ikspor 211,819,438.92
3 AD4 Goal-Bed Methane (CBM Domesdk 78,709.47
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4 •\D4 1 Jcjta'liek Kalura/ Cus Domestik 60,237,3(15.67

5 AD4 IJcjuified Pclrokum Gas 
OJk;)

Domesrik 52,328,450.40

6 ,\D4 Xalura! Gas (i\G) Domestik 1.421,889,095.27
2,161,875,610.21

Hasil pcmcriksaan atas Kcgiacan Moncdsasi Gas Bumi Bagian Negara terdapar
4 temuan, 5 pcnnasalahan dan 6 rekomendasi akan dijclaskan sebagai berikur:

1. IJfthvi^ Gas Bagian Negara terlambat dibayar vang mengakibatkan
rerrundanya Penerimaan Negara dari gas bagian pemerintali senilai 
USD57,43H.24. dan potensi hilangnya Penerimaan Negara dan pengenaan 
denda kereriambatan atas pembayaran gas minimal sebesar
USD266.H06.4H

2. Kegagalan penyediaan fasiliras gas pipa oleli pembcli gas bumi bagian 
negara pada C>us Saks Aiii-vtmail (GSA) 3 dan 4 mengakibatkan hilangnya 
penerimaan negara dari penjualan gas bumi sebesar USDH(),()(i(),(i()().()()

3. Pengelolaan atas pengembangan lapangan BD Wl< Madura Si rail berlarut- 
lanit dan bersengketa serta terdapat potensi tidak terserapnya gas oleh 
pembeli yang mengakibatkan timbulnya tunruran dari pihak yang dirugikan 
terkait realokasi gas ke pembeli lain.

4. Penvelesaian masalah PPN atas |asa Pengolahan I.NG PT Badak berlarut- 
larut dimana terdapat dua permasalahan terkait pengelolaan peijtajakan PT 
Badak yang belum terselesaikan sampai saat ini, vaitu lyr Pertamina 
(l>erscro) tidak lagi membavar PPN atas biava operasi PT Badak sejak 
Tahun 2012 dan rerjadi perbedaan pendapar terkait pihak vang akan 
menanggung PPN PT Badak sehingga mengakibatkan masalah pembayaran 
PPN atas kegiatan operasional P’l’ Badak menjadi berlamt-larut dan belum 
ada kejelasannva.

Rekomendasi BPK

Terkait dengan temuan-temuan yang diungkapkan tersebut di atas, BPK
merekomendasikan kepada kepala SKK Migas agar:

a. Mcmerintahkan KKKS sebagai penjual gas bumi untuk memberikan 
teguran kepada pembeli yang tidak mcmaUihi Perjanjian Jual bcli Gas 
(PJBG)
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b. Mengcvaluasi kclanjutan GSA 3 dan 4 serra mengupayakan pcmbeli baru 
untuk mcmulihkan pcncrimaan ncgara yang hilang

c. Bcrkoordinasi dcngan kcmcntcrian/lcmbaga lain untuk mcnyelesaikan 
pcrsoalan yang bcrlarut.

Kesimpulan Pemeriksaaan

I lasil pcmcriksaan BPK mcminjukkan masih tcrdapat pcnnasalahan dalam 
Kcgiatan Monctisasi Gas Bumi Bagian Negara lahun 2016, yaitu masalah 
kewajaran perhitungan dan pembayaran (temuan nomor 1), dan masalah 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak, dan pcngcndalian 
intern (temuan nomor 2 s.d. 4).

I-Ial ini mengungkapkan bahwa rancangan dan implemcntasi Sistem 
Pcngcndalian Intern (SPI) terkait pclaksanaan kcgiatan monctisasi gas bumi 
bagian Negara Tahun 2016 belum sepenuhnya efektif dalam menjamin 
kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan kcgiatan monctisasi gas bumi bagian Negara. 
Keridakefektifan tersebut terbukri dengan masih ditemukannya permasalahan- 
permasalahan vang diungkap dalam temuan pemeriksaan terkait kclemahan 
kebijakan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut 
di aras.
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SKK MICAS
PD‘

lU'laiija

BELANJA OPERASIONAL SATUAN KERJA 
KHUSUS PELAKSANA KECIATAN USAHA HULU 

MINYAK DAN CAS BUMI DAN DUKUNCAN 
LAPORAN KEUANCAN PEMERINTAH PUSAT 

TAHUN ANCCARAN 2017

2016
Opei'asinnal Anggaran. rpi,975.872.ooo.ooo.oo

Realisasi : Rp1.614.149.101.242,00

Hasil Peiiieriksaan

■ 2017
Anggaran: Rp2.045.900.000.000,00 

Realisasi ; Rpl.763.366.232.645,00

cBELANJA 
OPERASIONAL
12TEMUAN

1

31 Permasalahan 

37 Rekomendasi

DUKUNGAN 

LKPP 2017
4TEMUAN

muanp
■ Kerugian Negara Rp417.700.000,00
■ Potensi Kerugian Negara Rp731.500.000,00
■ Kekurangan Penerimaan Rp165.160.000.00
■ Ketidakhematan Rp27.745.360.000,00

H Sumix-iSumbcr: Lampiran 4.3 /HPS12018

Kesuiipulaii Peiiieriksaaii BPK
"Pelaksanoan belanja operosional SKK AAigos dan hai-hal terkalt 
pelaporan akuntansi sebagat dukungan terhadap LKPP tahun 
anggaran 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku"

!
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Pendahuluan

Pcmcriksaan ini dilaksanakan pada Satuan Kcrja Khusus Pclaksana Kcgiatan 
Usaha Hulu Minyak dan (»as Bumi (SKK Migas) dan instansi tcrkait lainnya, 
dcngan tiijuan unruk mcngimgkapkan kondisi yang dapat dilaporkan rcntang 
kcpatuhan tcrhadap pcrafuran pcrundang-undangan yang ditcmukan dalam 
pcmcriksaan; dan mcndukung pclaksanaan pcmcriksaan atas Laporan Kcuangan 
Pcmcrintah Pusat Tahun Anggaran 2017. Pcmcriksaan dilaksanakan scsuai 
dcngan Standar Pcmcriksaan Kcuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan olch 
BPK.

Bclanja Opcrasional SKK Migas adalah dana operasional SKK Migas yang 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara (APBN) TA 2017 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 
tentang APBN Tahun Anggaran 2017 beserta perubahannya dan digunakan 
untuk mcnjalankan tugas dan fungsi SKK Migas yang mewakili Pcmcrintah 
sebagai manajemen dalam pcngclolaan sumber daya minyak dan gas bumi di 
Indonesia. SKK Migas sebagai salah saru entitas akuntansi dibawah pcngclolaan 
bclanja lain-lain (Bagian Anggaran 999.08) berkewajiban mcnyelcnggarakan 
akuntansi dan pertanggungjawaban atas pclaksanaan APBN.

BPK menggunakan kctcnruan-kctcnaian sebagai kritcria dalam mcnilai 
kewajaran Bclanja SKK Migas Tahun .Vnggaran 2017.

Bdanja Operasional SKK Migas

Anggaran Realisasi
2016 Rpl.975.872.000.000,00 Rpl.614.149.101.242,00
2017 Rp2.045.900.0()0.000,00 Rpl.763.366.2.32.645,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil pcmcriksaan, BPK mengungkapkan 16 temuan, .31 
pcrmasalahan dan .37 rekomendasi dcngan nilai kcrugian sebesar 
Rp417.700.000,00, potensi kcrugian sebesar llp731.500.000,00, kckurangan 
penerimaan sebesar Rpl65.160.()00,00, dan ketidakhematan sebesar 
Rp27.745.360.000,00 (berdasarkan Lampiran 4.1 IMPS I 2018).

Tcrkait dcngan pclaksanaan bclanja opcrasional SKK Migas tahun anggaran 
2017 pennasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan pcrcncanaan, konstruksi, dan pengawasan kcgiatan Renovasi 
Lantai Publik Ruang Rapat Lantai 35 Kantor Pusat SKK Migas tidak scsuai
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kctcnman pcngadaan barang dan jasa, bcnndikasi kelcbihan pcmbayaran 
scnilai Rpl81.397.970,0(), aras kelcbihan pembavaran tersebut tclah 
dilakukan penyctoran sebesar Rp94.9553.0li(),0() kc Kas Negara dan bclum 
dikenakan denda kcterlambatan minimal scnilai Rp22.354.040,17;

2. Pclaksanaan pembangunan Sistem Monitoring Produksi dan IJflins, Minvak 
Bumi berbasis Online Real Tim' ridak dapar memenuhi mandat Peraturan 
Menteri l-iSDM Nomor 39 Tahun 2016, dengan pcrmasalahan- 
pcrmasalahan vang diidenrihkasi anrara lain:

a. SKK Migas berindikasi ridak memberikan informasi awal 
mengenai persiapan pckerjaiin dengan jelas

b. Kebijakan pemberian uang muka pekerjaan ridak didasari 
justifikasi yang sah dan memadai

c. Penunjukan PT Global Hadirech (GH) sebagai pemcnang lelang 
berindikasi ridak didasari ki-ireria yang memadai

d. Pelaksana pekerjaan tidak dapar mcnyelesaikan pekerjaan tepat 
wakfu

e. Pengawas pekerjaan rerindikasi ridak melakukan tugas dengan 
memadai

f. Keputusan untuk melakukan pemutusan konrrak tidak dapat 
memenuhi rujuan kegiaran

Permasalahan tersebut mengakibarkan Realisasi pekerjaan Pembangunan 
Sistem Monitoring Produksi Minvak Bumi Berbasis Online ReulTim ridak 
bermant'aat, SKK Migas tidak dapat melaksanakan Peraturan Menteri 
KSDM Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Monitoring Produksi 
Minvak Bumi Berbasis Online Real Time pada b'asilitas Produksi kegiatan 
hulu minyak dan gas bumi; dan Kemcnterian KSDM ridak dapat segcra 
memonitor produksi minvak dan gas bumi.

3. Pekerjaan perencanaan dan pclaksanaan renovasi rumah negara SKK Migas 
tidak sesuai ketenruan, terjadi kelcbihan pcmbayaran scnilai 
Rp94.125.140,no dan belum dikenakan denda kcterlambatan minimal 
scnilai Rp 102.536.626,08. SKK Migas telah menindaklanjuri dengan 
pemotongan nilai kontrak renovasi rumah negara scnilai Rp64.085.391,(10, 
pemotongan pembavaran pada PT SNT senihii Rp21.251.699,00; dan 
pemotongan tagihan kedua dari PT SNT scnilai Rpl02.536.626,08. Bukti 
pemotongan telah diterima BPK

4. Pcngadaan alat pelindung diri untuk pekerja SKK Migas tahun 2017 ridak 
sesuai ketenruan pcngadaan barang dan jasa yang mengakibarkan indikasi
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kctidakckonomisan karciia pcncntuan HPS yang tinggi sctclah adanya 
pcnambahan komponcn margin di atas 15%; indikasi kcridakcfckrifan hasil 
pckcrjaan karcna proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan serra bclum 
dikenakan denda ketcrlambatan senilai Rp40,278.612,00. Aras temuan ini, 
SKK Migas rclah mcnindaklanjuti dengan pemotongan nilai pembayaran 
pengadaan alat pelindung diri ke P*!' b’MSA senilai Rp40.278.612,00. Bukri 
pemotongan telah diterima BPK.

5. Pekerjaan pcnyusiinan Appmxcl Manufacturer IJst tidak sesuai ketentuan
pengadaan barang dan jasa, berindikasi pemborosan senilai
Rp666.560.97y,40, kelebihan pembavaran senilai Rpl 52.700.000,00, dan 
tidak dapat diyakini kewajarannya minimal senilai Rp646.874.000.00. .Atas 
temuan ini. SKK Migas telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti 
pertanggungjawaban biaya non personil dari PT SI senilai
Rp444,931.800,00. Bukti pertanggungjawaban telah diterima BPK.

6. Pcrcncanaan pekerjaan Sistem Informasi Internal Support Setrices tahun 2017 
tidak akurat, tidak dapat diukur dengan jelas hasilnya, dan berindikasi 
pemborosan senilai Rp40.000.000,00.

7. Penunjukan langsung konsultan hukum eksternal tidak sesuai ketentuan 
pengadaan barang yang mengakibatkan proses pengadaan jasa konsultan 
hukum eksternal melalui penunjukan langsung dan penetapan kepumsan 
kontrak tahun jamak berpotensi mcnimbulkan masalah hukum karena tidak 
memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa dan 
jasa serta berindikasi pemborosan senilai Rp411.900.0{)0,00.

8. Pembayaran upah, tunjangan, dan bantuan untuk pekerja SKK Migas tahun 
2017 berindikasi kelebihan senilai Rp74.832.7.32,(K) dan mengakibatkan 
pcngelolaan serta pembavaran biaya pekerja SKK Migas masih berpotensi 
tidak akurat dan tidak sesuai ketentuan. .-\tas temuan ini, SKK Migas telah 
mcnindaklanjuti dengan melakukan pemotongan upah pegawai nomor 
32,30.35 pada .\pril 2018 senilai Rpl9.811.066,00, dan koreksi bantuan 
bunga KPR untuk .30 pegawai pada b’ebruari 2018 senilai Rp55.021.666,00. 
Bukti pemotongan dan koreki telah diterima BPK.

9. Pekerjaan jasa lavanan kcschatan aktif SKK Migas tahun 2017 tidak 
direncanakan dengan memadai, dibayarkan tidak sesuai kontrak 
Rp4.657.522.822,98 dan berindikasi pemborosan senilai 
Rp25.804.220.459,07, dan mengakibatkan percncanaan kegiatan program 
kcschatan pimpinan dan pekerja tidak didesain dengan memadai, tidak
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mcngcdcpankan prinsip cfckrivitas dan cfisicnai, scrta ridak diamr dcngan 
barasan-barasan yang layak, basil pcngadaan bcrpotensi tidak cfckrif dan 
ridak scsuai kcbutuhan.

10. Tcrdapar riga pckcrjaan Jasa 'I'cnaga Kcrja Pcndukung SKK Migas 'I'ahun 
2017 ridak scsuai kctcntuan, bcrindikasi kclcbihan pembayaran scnilai 
Rp646.172.297,00, pcmborosan scnilai Rp420.129..^28,27, dan tidak dapar 
diyakini kcwajaran pcmbayarannya scnilai R]-)274.000.691,Oli scbingga 
pcrcncanaan pckcrjaan, khususnya dalam hal pcnvusunan HPS tidak akurar 
dan mcml)uka pcluang tcrjadinya kcridakwajaran harga pcnawaran.

11. Pclaksanaan scwa pcsawat udara untuk pcrjalanan dinas pimpinan SKK 
Migas tidak scsuai dcngan kctcntuan vang mcngakibatkan potcnsi 
pcngadaan barang dan jasa vang ridak mcmcnuhi prinsip cfckrif, cfisicn, dan 
ckonomis. adanya potcnsi pcnyalahgunaan dana dari pcmbavaran UP dalam 
jumlah bcsar untuk pembayaran LS mclalui pegawai SKK .Migas scrta 
bcrindikasi pcmborosan scnilai Rp271.452.242,19.

12. Penunjukan .\kuntan Publik untuk pclaksanaan audit l.aporan Kcuangan 
SKK Migas Tahun Buku 2016 scsuai Standar ,\kuntansi Kcuangan scnilai 
Rp95.100.000,(10 bcrindikasi pertentangan kepenringan dcngan pckcrjaan 
lain yang dilakukan untuk SKK Migas

Sedangkan rerkait dukungan aras 1-KPP tahun anggaran 2017 dijumpai
pcrmasalahan sebagai berikut:

1. Sebanyak 45 KKKS yang sudah berhenri kegiatannva bclum mclaksanakan 
kewajiban / :im Commitment yang mcngakibatkan Pcncrimaan Negara 
Bukan Pajak yang bcrasal dari firm commitment scnilai USD471,43.^613.00 
bclum dapat ditcrima olch negara dan bcrpotensi tidak tertagih; denda atas 
pembayaran firm commitment minimal scnilai USD6,662,875.011 bcrpotensi 
tidak ditagihkan olch SKK Migas dan scluruh KKKS Hksplorasi tidak 
mclakukan pcncadangan dana .\SR yang bcrpotensi ridak terpulihkannya 
fungsi lingkungan karena ridak dicadangkannva dana pasca operasi pada 
KKKS cksplorasi. SKK Migas menyatakan tclah berkoordinasi dcngan 
KPK mclalui Surat Nomor SRT-O068/SKKM.\0000/2018/S0 tanggal 25 
Januari 2018 pcrihari'indak Lanjut Diskusi Perbaikan Tata Kclola di Sektor 
Hulu Migas.

2. Pcnyclcsaian Over Uftin^ CNOOCi Sl-iS 1-td. tahun 2016 bcrlarut-larut yang 
mcngakibatkan kcridakpasrian pcncrimaan negara dari sektor hulu migas 
scnilai USD12,197,508.00.
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3. Terdapat tujuh KKKS bclum mcnyajikan 1;QR scsuai kctcntuan yang 
mcngakibatkan Icbih saji atas Cost Recopery pada I 'IMP Malacca Strait S.A 
FQR scnilai USD10,388,()()().()(); dan 1”1'P pada Hni Muara Bakau B.V. 
sonilai USD19,9()2,n(10.00, scrta kurang saji pajak pcngliasilan pada 5 
KKKS scnilai USD50,765,1){)0.(1().

4. Scbanyak 18 KKKS bclum mcnyctorkan dana unruk kcgiatan pasca opcrasi 
dan pemulihan lingkungan per 31 Desember 2017 mcngakibatkan bclum 
terjaminnva ketersediaan dana untuk pciaksanaan kcgiatan pasca opcrasi 
pada 18 \vilayab kerja produksi migas scnilai USD 14,995,680.95.

Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Untuk permasalahan-pcrmasalahan tersebut, BPK mcrckomcndasikan agar 
SKK Migas mclakukan penagihan dan mcnyctorkan kc Kas Negara atas 
kclcbihan pembayaran, kckurangan volume pekerjaan dan kctcrlambatan 
pcnyclcsaian pekerjaan scnilai Rpl.314.397.417,25, mcmpertanggimgjawabkan 
biava scnilai Rp968.177.691,00, scrta memberikan peringatan dan sanksi kepada 
pejabat terkait. Sclain itu, BPK juga mcrckomcndasikan SKK Migas 
mcningkatkan pengawasan dan pcngcndalian kepada KKKS scrta kepatuhan 
tcrliadap peraturan perundangundangan, dalam bentuk peringatan dan sanksi 
kepada pejabat terkait di SKK Migas dan KKKS, upaya pcnyclcsaian kewajiban 
KKKS, scrta koordinasi dengan instansi/lcmbaga terkait.

Kesimpulan Pemeriksaan BPK

Berdasarkan basil pemeriksaan terkait pciaksanaan bclanja opcrasional SKK 
Migas tahun anggaran 2017, BPK mcnyimpulkan bahwa pciaksanaan bclanja 
opcrasional SKK Migas dan hal-hal terkait pclaporan akuntansi sebagai 
dukungan terhadap l.KPP tahun anggaran 2017 belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, karena masih ditemukan adanya 
permasalahan-pcrmasalahan tersebut di atas.
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GAMBARAN UMUM
PT PLN (Persero) dan PT Timah (Persero) Tbk

Dahim laporan hasil pcmcriksaan Scmcsrcr I Tahun 2018, BPK mcncrbitkan 
liasil pcmcriksaan yang dilakukan atas PT Pcrusahaan l.isrnk Negara (PLN) dan 
anak usahanya yaitu Pcmcriksaan Dcngan Tujuan Tertentu (Pn'I'I1) atas 
pcngclolaan Suhsidi listrik pada PT PLN (Persero) dan PD'IT atas Pcngclolaan 
Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pcrusahaan Listrik Nasional (13LN) 
Batam kemudian Pcmcriksaan Kinerja atas Pcngcndalian Susut Hnergi l.istnk 
pada PT PI ,N Distribusi lawa Barat (Disjabar) dan PD'IT atas Pcngclolaan 
Pendapatan, Biaya dan Investasi pada P'l’ Timah dan anak perusahuan.

PT Pcrusahaan Listrik Negara (PLN) Persero

PT PLN (Persero) adalah pcrusahaan milik negara vang bergerak di bidang 
kctcnagalistrikan dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai dcngan 
mclakukan transmisi kepada masyarakat di scluruh wilayah Indonesia. Sclain iru 
PT PLN mcmiliki anak pcrusahaan bernama Bright PLN Batam. Bright PI.N 
Batam adalah pcrusahaan swasta yang kepemilikannya didoininasi oleh PT PLN 
(Persero) dcngan saham sebesar 99,99" dan pemegang saham lainva adalah 
dana pension PT PLN (Persero) sebesar 0,01"<>. Bright PI.N Batam tidak pernah 
menggunakan subsidi anggaran dari APBN.

Subsidi Listrik

Subsidi listrik adalah bclanja negara yang dialokasikan oleh pcmcrintah dalam 
,\nggaran Pendapatan dan Bclanja Negara (.\PBN) sebagai bantuan kepada 
konsumen/pclanggan agar dapat mcnikmati listrik PT PLN dcngan tarif yang 
terjangkau. Pemberian subsidi listrik oleh pcmcrintah dimaksudkan agar 
ketersediaan listrik dapat terpenuhi, kelangsungan penyediaan listrik dapat 
berjalan stabil, serta memberi kesempatan kepada pelanggan yang kurang 
mampu dan masyarakat yang bclum terjangkau pelayanan P'L PLN dapat ikut 
mcnikmati cnergi listrik.

Susut Energi Listrik

Susut energi listrik adalah selisih energi (kWh) antara cnergi yang diterima di sisi 
pcnyaluran dcngan cnergi yang tcrjual kc pelanggan sctclah dikurangi dcngan 
energi yang digunakan untuk keperliian sendiri dalam pcnyaluran dan 
pendisrribusian energi listrik.
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PT Timah (Persero) Tbk

PT'l’IMAH (l;)crscr()) Tbk adalah pcrusahaan pcrscroan yan^ mcrupakan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perrambangan rimah. FT 
Timah mcrupakan produsen dan cksportir logam timah, dan memiliki segrnen 
usaha penambangan dmah terintegrasi mulai dari kegiatan cksplorasi, 
penambangan, pcngf)lahan hingga pemasaran.

Hasil Pemeriksaan

Pemcriksaan perrama adalah PD'IT atas subsidi listrik TA 2017 pada PT PLN 
(persero) dan anak perusahaannya. Pemcriksaan atas pcngelolaan subsidi ini 
berrujuan untuk menilai kewajaran perhitungan nilai subsidi yang layak dibayar 
oleh pemerintah serta menilai apakah pclaksanaan subsidi telah dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan 
utama dari pemcriksaan ini adalah permasalahan nilai Biaya Pokok Penyediaan 
(BPP) tenaga listrik untuk sebagian golongan tarif nonsubsidi tahun 2017 Icbih 
tinggi dari tarif jualnya sehingga membebani P I' PLN senilai Rp7,46 triliun pada 
tahun 2017. Namun BPK menyampaikan bahwa pemerintah dan P'l’ PLN telah 
membuat kesepakatan bahwa pemerintah akan membayar atas nilai tersebut.

Pemeriksaan selanjutnya adalah pemcriksaan Kinerja atas pengcndalian Susut 
linergi lastrik Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada PT PLN (lJersero) 
Disjabar di Bandung yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengcndalian 
susut energi listrik, dengan sasaran pengcndalian susut energi listrik yang 
meliputi pengcndalian susut teknis dan non teknis. Permasalahan utama atas 
pemeriksaan pada PLN Disjabar yaitu formula pemetaan susut tenaga listrik 
dengan formula |ogja belum mengakomodasi faktor berkurangnya data jaringan 
yang mengalami trip. Penghitungan susut teknis dengan I'ormula J ogja dilakukan 
secara manual (menggunakan program tnicmsnft excel) dengan menginput data 
aset dari Laporan Teknik Bulanan atau dikenal juga sebagai SK 060, PLN 
Disjabar belum memiliki duhihusf jaringan yang memadai dan pemcliharaan 
Saluran Udara Tcgangan iMcncngah (SUTM) dan trafo distribusi dengan 
berbasis pada Kaidah Manajcmen Aset (KMA) belum sepenuhnya dilakukan dan 
belum didukung peralatan vang memadai.

Pemeriksaan berikutnya adalah PD’IT atas pcngelolaan pendapatan, biaya dan 
investasi pada PT PLN Batam T.\ 2016 dan Semester 1 2017 yang bermjuan 
untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai 
unruk mencapai tujuan pengcndalian, serta menilai kesesuaian pcngelolaan 
pendapatan, biaya, dan investasi yang dilakukan pcrusahaan terhadap ketentuan
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peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku. Pcrmasalahan utama dari 
pcmcriksaan ini adalah 15T PLN Batam mcnanggung 
kcridakhcmatan/kcmahalan harga scbcsar Rpl()l,()9 miliar dan USS42,15 jura, 
antara lain atas pcmbayaran 'I'jke or Pay pasokan gas Petrochina yang ridak dapat 
discrap akibat kcterlambatan penyclcsaian pckcrjaan linsineeritig, Pmaircnicnt ami 
Comtmdion Pcmbangkit Listrik Tcnaga Gas dan Uap (PI/I’CIJ) Tanjung 
Uncang, scrta pcngcnaan tarif furcbarge karcna kclcmahan klausul tarif surcharge 
dalam pcrjanjian bangun-guna-scrah pcmbangunan pipa ruas-2 dan Connection 
IJne.

Pcmcriksaan tcrakliir adalah PD'IT aras Pcngclolaan Pendapatan, Biava dan 
invesrasi pada PT Timah dan anak perusahaan Tahun 2015, 2016 dan Semester 
I 'I'ahun 2017. Pcrmasalahan utama Timah adalah Pcrmasalahan Pcnctapan nilai 
Harga Imbal Usaha [asa Penambangan (HIUIP) mclebihi batas atas prognosa 
rata-rata tertimbang harga pokok produksi bijih timah, yang ditetapkan dalam 
Pedoman Umum Tata Cara Pcnctapan HIUJP Mitra Usaha Jasa Pertambangan 
Darat dan Laut, minimal scbcsar Rp282,30 miliar.
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Beianja Siibsidi Uatrik

Pemeriksaan Dengan Tujuan Terfentu 
ata$ Subsidi LisIrikTahun Anggaran2017 
pada PT Perusahaan Lisfrik Negara (PLN) 

dan anak perusahaan
di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera 
Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Jawa Barat, 

Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan 
OKI Jakarta

Belanja TA
Subsidi Mi^ 2017 

Listrik

*) Dilam dull Rupiah

Perhifungan Subsidi yang diajukan PLN

Rp47.862m22fe

Rp45.375.200.00*

Haiil Pemeriksaan
BPK Korebi Kurang ; BPK Talah dibayar ;

Unaudited BEK audited Pemerinteh ‘

Rp47.862.085,22* Rp2.213.870.18*' Rp45.738.21S.03* Rp4S.37S.200,00* ’

---> WD

Kurang
kiyai

RpS6S.01S.03*

---> 6 RekomendasI

PLN kuratiq tcrtib dalam 
meoatausahakari aset totap vapg 

bsupliii!

Pengcndalian inUrn atas ketepatan 
input transaksi beium memidai

i nwngaluarkan BPP taniga listrik i
' ufl untuk Qolonoan tarif dl luar 

w~aM\

Kesimpulan
Pemeriksaan

Berdasarkan basil pemeriksaan BPK ' 
terjadi koreksi kurang sebesar 

Rp2.123.870.181.4S7,00. dari nilai yang 
diajukan oleh PLN dan terdapat kekurangan 
pembayaran subsidi listrik murni TA. 2017( 

sebesar Rp363.01S.039.S63.00



Pendahuluan

Pcmcriksaan ini bcrtujuan untuk mcnguji dan mcnilai bcsarnva subsidi listrik TA 
2017 yang layak dibayar pcmcrinrah kcpada PT Pcrusahaan Idsrrik Negara 
(PI.N). Pcmcriksaan dilakukan dengan mcnguji perhitungan subsidi lisrrik yang 
mcncakup perhirungan Biaya Pokok Pcnjualan (BPP) tenaga listrik. pcrliirungan 
produksi dan perhimngan pcnjualan tenaga listrik.

Berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.02/2()17 subsidi lisrrik dihimng dari 
sciisili negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing- 
masing golongan tarif dikurangi BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing- 
masing golongan tarif dikalikan volume pcnjualan (kWh) untuk setiap gf)longan 
tarif.

Penjelasan

Berdasarkan laporan hasil pcmcriksaan atas subsidi lisrrik TA 2017 pada PT 
PLN (l^crsero) mengungkapkan sclama Tahun 2017, PT PI.N tclah mcncrima 
subsidi listrik dari pcmcrinrah sebesar Rp 50.595.347.740.000,00 vang terdiri atas 
pembayaran kckurangan subsidi listrik T.\ 2015 sebesar Rp5.220.147.740.000,00 
dan pembayaran subsidi lisrrik murni TA 2017 sebesar Rp45.375.200.000.000,00 
dengan rindan pagu dan penerimaan subsidi listrik 'l'.\ 2017 sebagai berikut:

Rincian pagu dan penerimaan subsidi listrik T.\ 2017

Uraian Jumlah
lumlah subsidi lisrrik APBN T.\ 2017

Kckurangan Subsidi Lisrrik Tahun 2015 
hasil audit BPK

Rp(),()()

2 Subsidi Lisrrik Tahun 2017 Rp44.9K.3.700.( 100,000,00
lumlah Rp44.9K3.700.000.0()(1.00

Pagu dalam OIPA Revisi Ke-I No.SP DIP.\-
999.07.1.979.321/2017, 23 Oktober 2017
1 Kckurangan Subsidi Listrik 'I'ahun 2015 

hasil audit BPK
Rp0,00

2 Subsidi Listrik Tahun 2017 Rp45.375,200.000.ooo,()()
lumlah RP45.375.200.000.000,( 10

Pagu DIPA Revisi ke-2 No. SP DIPA-
999.07.1.979321/2017,23 C )ktober 2017
I Kckurangan Subsidi Lisrrik Tahun 2015 

hasil audit BPK
Rp5,220.147,740.000.00

2 Subsidi Li.strik Tahun 2017 Rp45..375.20o.ooo.oo( 1,00
lumlah Rcalisasi Rp.5( ).595..347.740.000,00
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PLN rclah menghitung nilai subsidi lisrrik TA 2017 mcnurut PT PLN scbcsar 
Rp47.862.085.221.020,00 dcngan nilai susut scbcsar 9,7525"/i). Bcrdasarkan basil 
pcmcriksaan tcrdapar basil korcksi kurang atas pcrbirungan yang dilakukan olcb 
PT PLN scbcsar Rp2.123.870. 181.457,00 schingga nilai subsidi listrik T.\ 2017 
adalah scbcsar Rp45.73H.215.039.563,00. Dcngan nilai susur scbcsar 9,75(K)° o 
scsuai rcvisi penctapan susut Tabun 2017 dari Kcmcntcrian USDM. Dcngan 
dcmikian, PT PLN masih dapat mcngajukan kckurangan pcmbayaran subsidi 
listrik murni TA 2017 scbcsar Rp363.015.039.563,00

Bcrdasarkan basil PDTI' atas Subsidi Listrik ■i'ahun .\nggaran 2017 pada FI' 
PLN dan anak pcrusahaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatcra 
Utara, Sumatcra Sclatan, Riau, Bantcn, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Sclatan, 
Sulawc.si Utara dan DKI Jakarta mengungkapkan 3 temuan dcngan 4 
pcrmasalahan dan 6 rekomendasi. Pcrmasalaban terjadi dalam Sistem 
Pcngcdalian Intern (SPI).

Hasil pcmcriksaan tersebut mengungkapkan adanya beberapa temuan yang 
berbubungan dcngan subsidi listrik. yaitu:

1. PI ,N kurang tertib mcnatausahakan aset tetap yang heroperasi sebingga BPP 
pada biaya penyusutan aset tetap tidak menggambarkan biaya penyusutan 
yang senyatanya. Masil pcmcriksaan menunjukkan beberapa pcrmasalaban 
yaitu:
a. Biaya penyusutan aset tetap pada BPP pengbitungan subsidi listrik olcb 

PLN mcmasukkan biaya penyusutan wisma/rumab dinas, sarana 
ihadah, olab raga, serta aset tetap yang tidak beroperasi sclama tabun 
2017 minimal scbcsar Rpl46.533.315.602,00

b. Tata cara penarikan aktiva beroperasi menjadi aktiva tidak beroperasi 
PLN bclum mcmadai;

c. .Aset yang tidak beroperasi tidak scgcra ditarik/dikeluarkan dari aset 
tetap menjadi aset tetap tidak beroperasi schingga mcningkatkan beban 
pen\Tisutan minimal scbcsar Rp8.356.482.114,00;

d. Biava penvusutan aset tetap tidak beroperasi dibebankan pada biaya 
operasi sebingga mcningkatkan beban penyusutan aset tetap operasi 
minimal scbcsar Rpl 1.517.660.462,00.

Pcrmasalahan-pcrmasalahan tersebut mengakibatkan penyajian aset tetap 
tidak beroperasi tidak menggambarkan kondisi yang senyatanya yang 
berdampak pada pengbitungan biaya penyusutan aset tetap pada BPP 
Subsidi Listrik.
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2. Pcngendalian intern atas ketepatan input transaksi pada Iniku besar 
pendapatan dan biaya usaha P'i' PLN (lJcrscro) dan anak perusahaan bclum 
mcmadai. Hasil pcmcriksaan menunjukkan masih terdapat ketidaktoparan 
penulisan kctcrangan transaksi pada buku Ijcsar biaya usaha Taliun 2017. 
Kctcrangan transaksi yang tertulis pada l>uku besar tidak menggambarkan 
dan belum memisahkan NA(7 Perniasalahan tersebut mengakibatkan 
subsidi yang diberikan lebih cinggi dari vang seharusnva atas N.\(! vang tidak 
ditatausahakan dengan senyatanya oleli PT Pl.N.

3. PT PI .N mengeluarkan BPP tenaga listrik sebesar Rp7,46 Triliun untuk 
golongan tarif di luar subsidi. Nilai BPP tenaga listrik 'I'ahun 2017 lebih 
tinggi dari tarif jualnya. Jika kondisi tersebut diformulasikan mengikuti 
perhirungan subsidi listrik, maka selisih harga jual rata-rata tarif golongan 
non subsidi yang berada di bawah BPP plus margin sebesar 
Rp7.456.451.880.403,70 schingga pcrmasalahan tersebut mengakibatkan PT 
PLN menanggung BPP tenaga listrik sebesar Rp7.456.451.880.403,70 atas 
golongan tarif non subsidi vang berada di bawah BPP.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada 
Direksi PT PLN agar:
1. Mclakukan inventarisasi ulang aset tetap beroperasi maupun yang tidak 

beroperasi;
2. Memperbaharui edaran Direksi PLN Nomor 015.K/87o/DlR/iy98;
3. Mcmcrintahkan kepada seluruh anak perusahaan untuk mengadopsi 

kebijakan akuntansi vang dikeluarkan perseroan sesuai dengan 
Peraturan Direksi Nomor (H 16.K/D1R/2017;
Membuat mekanisme pcngendalian input transaksi secara berjenjang; 
Meningkarkan kemampuan personil yang mclakukan input transaksi; 
dan
Mcminta kepada .\Ientcri HSDM dan .Mcnteri Keuangan untuk 
menyikapi tarif di luar subsidi vang membebani PT PLN (Pcrscro) 
sebesar Rp7.456.45L880.403,70 sesuai dengan ketenruan yang berlaku.

Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK telah mclakukan koreksi kurang sebesar 
Rp2.123.870.181.457.00 dan PT PLN sudah menvctujui koreksi tersebut 
schingga nilai subsidi listrik TA 2017 yang layak dibayar Pemerintah kepada PT 
PJ,N sebesar Rp45.738.215.039.563,00. Dengan demikian, PT PLN masih dapat 
mengaiukan kekurangan pembavaran subsidi listrik murni ‘l'.\ 2017 sebesar 
Rp363.0l5.039.563,00 (Rp45.738.215.0.39.563,00 - Rp45.375.200.000.000,0(1).
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Pemeriksaan Kinerja
Efektiuitas Pengendalian Susut Energi Listrik 
Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 
di Bandung

B

Penilaian Kinerja 
Efektivitas Pengendalian 

Susut yang memadai

Basil Pemeriksaan

Teknis

Non Teknis

Perencanaan
Pelaksanaan

Monev

PT. PLN Jawa 
> Barat

Temuan
30

Rekomendasi

Kesimpulan Pemeriksaan

A
BPK tnenyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan 
pengendalian susut energi listrik Tahun 2016 dan 
Semester I Tahun 2017 pada PT. PIN Disjabar di 

Bandung kurang efektif sesuai dengan tujuan 
pengendalian susut energi listrik.

*) Sumber: IMPS I Tahun 2018

1^



Pendahuluan

Susur encrgi Usrrik adnlah sclisih antara jumlah cncrgi lisrrik yang di bangkirkan 
dibandingkan dcngan jumlah rckcning listrik yang dirangguhkan arau tcrjual ke 
pclanggan P'i’ Pcrusahaan I.istrik Negara (PI.N). Susut cncrgi listrik tersebut 
terjadi karena susut yang bersifat rcknis dan nonreknis. Susut teknis antara lain 
disebabkan panas trafo, panjang jaringan kabcl, sambungan kabcl vang buruk, 
umur kabcl yang sudab tua, dan pemakaian sendiri olch PT PJ,N pada pusat 
pembangkitan dan gardu induk. Susut non-teknis antara lain disebabkan 
pencurian listrik.

Pcmcriksaan berrujuan unruk mcnilai efektivitas pcngcndalian susut cncrgi 
lisrrik, baik itu susur teknis maupun susur non rcknis pada PT PI.N Disjabar. 
Sasaran pcmcriksaan diarahkan pada pcngcndalian susur cncrgi listrik mcliputi 
pcngcndalian susur rcknis berupa perbaikan dan penggantian jaringan, 
sedangkan pcngcndalian susur non teknis berupa kcsalahan pcmbacaan/t'/z/rj' 
basil pcmbacaan alat ukur dan kcsalahan akibat pemakaian vang tidak sab.

Penjelasan

Pcnilaian kinerja efektivitas pcngcndalian susut didasarkan pada dua kritcria 
utama yairu kegiatan pcngcndalian susut teknis dan non rcknis yang mcliputi 
aspek pcrcncanaan, pclaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan J.MP BPK atas 1 '.fekavitas Pcngcndalian Susut I'incrgi Listrik 
Tahun 2016 dan Semester I ■l'ahun2017 pada l^TPl.N Distribusijawa Barat di 
Bandung mengungkapkan adanya 19 temuan dcngan .30 rekomendasi, dimana 
yang pcrlu mendapat perhatian dan ditingkarkan sebingga pcngcndalian susut 
Icbih efektif adalab H temuan sebagai berikut:

1. b'ormula pemetaan susur tenaga listrik bclum mengakomodasi faktor 
berkurangnva data jaringan vang mcngalami trip. Hal tersebut 
mengakibarkan pcrcncanaan operasi pcngcndalian susut kurang akurat.

2. Pcmcliharaan SUTM dan trafo distribusi dcngan berbasis pada kaidah 
manajemen aset bclum sepenuhnya dilakukan dan bclum didukung pcralatan 
yang mcmadai, Hal tersebut mengakibarkan PT PLN D)B tidak dapat 
mcrcncanakan dan mclaksanakan pcngcndalian susut rcknis sccara mcmadai.

3. Temuan “Kclainan” mendominasi basil P2'1’I. karena pclaksanaan 
pcmcliharaan .\PP bclum efektif.
Hal tersebut diaras mengakibatkan:
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a. Pcngcndalian susut bclum cfcktif karcna pcmbacaan kWh yang ddak 
akurat dari APP yang tidak handal; dan

b. Potcnsi pcmborosan aras pcngalokasian sumbcr daya kc kcgiatan P2TL 
yang tidak fcpar sasaran.

4. Iyr PI.N Distxibusi Jawa Barat bclum mcmiliki monitoring kcgiatan 
pcmcliharaan atas pclaksanaan U"orA On/er (WO) dan ork Process (WP). Hal 
tcrscbut mcngakibatkan tingginya gangguan yang dialami mcningkatkan 
risiko tingginya susut tcknis.

5. Srandar tingkat mutu pclayanan durasi pcmasangan kWh Meter non 
sambungan barn PT Pl-N Distribusi Jawa Barat masih di aras standar. Hal 
tcrscbut diatas mcngakibatkan potcnsi susut dari pcnyaluran cnergi listrik 
secara penyambungan langsung kepada pclanggan bclum tcrkcndali.

6. Kclcngkapan organisasi P2TL FI' PLN Distribusi jawa Barat masih belum 
mcmadai.
Hal tcrscbut diatas mcngakibatkan:
a. Pengawasan dan kotitrol atas pclaksanaan P2TL untuk menurunkan 

susut menjadi Icmah; dan
b. Pemisahan serta tanggung jawab penanganan keberatan menjadi tidak 

jclas.

7. Aplikasi Pelavanan Pclanggan Terpusat (AP21^ bclum menghasilkan Data 
Langganan Yang Pcrlu Diperharikan (DLPD) yang mcmadai:
a. DLPD bclum terintegrasi dengan kode pesan;
b. DLPD masih kurang informatif;
c. LBKB tidak memberikan manfaat signifikan.

8. Perjanjian kerjasama pclayanan teknik dan pcmcliharaan distribusi bclum 
sesuai Service Level /[unemenl (SLA) dan pedoman pclaksanaan pclayanan 
teknik. Hal tcrscbut diatas mcngakibatkan pclaksanaan pcngcndalian susut 
tcknis yang dilakukan pada area Garut, area Depok, area Bogor, area 
Sukabumi, area Cianjur, area (iircbon, area Tasikmalaya kurang mcncapai 
hasil sesuai tujuan yang tclah ditetapkan. Hal tcrscbut mcngakibatkan DLPD 
yang dihasilkan .\P2T bclum optimal dalam pcrcncanaan pcngcndalian susut 
cnergi listrik.

Dalam rangka mcningkatkan kinerja perusahaan, BPK R1 mcrckomcndasikan 
Dircksi dan C»M PLN Distribusi Jawa Barat agar:

1. Membuat kajian terkait bclum diperhitungkannya laporan pemadaman, 
pemakaian riil listrik pclanggan prabayar, faktor beban dan faktor kerja serta
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pclanggan yang mengajukan tarif Penyambungan Semcntara (l^csta) namun 
tidak mcmakai daya sebesar yang diajukan dalam pcrhitungan formula jogja;

2. Mcmcnuhi kccukupan alat inspcksi utama on-lim assessmenl Ttcr-2; dan 
mtmbuar SOP pcmcliharaan SUTM dan gardu distribusi dcngan model 
pcmcUharaan terintegrasi dari kaidah pcmcliharaan preventif dan comiitinn 
bused maintenance-,

3. Menyusun standar pcmcliharaan preventif yang meliputi pemeriksaan APP 
sccara berkala dan segcra mcnindaklanjuti pcmcliharaan korcktif yaitu 
tindakan perbaikan terhadap gangguan atau kcrusakan material APP;

4. Membuat dan mclakukan monitoring kegiatan pcmcliharaan atas 
pclaksanaan Work Order (VC;0) dan Work Piveess (WP) serta menyusun 
standarisasi pclaporan Yantek terkait kategori kondisi jaringan; mcnctapkan 
SOP perencanaan pcmcliharaan jaringan dikaitkan dcngan kondisi jaringan 
dcngan prioritas pada jaringan yang scring mcngalami gangguan dan 
penyebab gangguan vang dominan;

5. Mclakukan kajian kcmbali atas SOP terkait durasi penggantian kWh meter; 
dan mcnctapkan sistem baku monitoring PK vang diterbitkan;

6. Mclengkapi jumlah SDM dan pcralatan teknis yang dibutuhkan pada P2TL 
Mandiri;
Membuat APZl' lebih informatif dan dapai mengakomodir fitur analisa dan 
evaluasi DLPD sehingga dapat mempertajam pcnctapan TO P2TL; 
Mclakukan analisa kebutuhan pembebanan pcnvulang dan gardu induk 
sesuai kondisi di lapangan.

7.

8.

Kesimpuian Pemeriksaan

BPK mcnyimpulkan bahwa pclaksanaan kegiatan pcngcndalian susut cnergi 
listrik tahun 2(H6 dan Semester I tahun 2017 pada PLN Disjabar kurang efektif 
sesuai dcngan tujuan pcngcndalian susut cnergi listrik.
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Pendahuluan

Pcmcriksaan ini dilakukan dcngan alasan BPK-RI tcrakhir mclaksanakan 
pcmeriksaan pada PT PLN Batam yairu pada pcmcriksaan atas pcngclolaan 
pcndapatan dan biaya scrra kcgiatan produksi dan pcngadaan barang/jasa Tahun 
Buku 2004,2005 dan Semester I 2006. Tindak lanjur hasil pcmcriksaan tersebur 
sampai dcngan Semester II ’I'alum 2016, dari 13 rekomendasi terdapat 10 telah 
dilaksanakan sesuai rekomendasi dan 3 rekomendasi tidak dapar ditindaklanjuti.

Sejak pcmcriksaan tersebur, BPK belum melakukan pcmcriksaan lagi atas PT 
PLN Batam dan PT PLN Batam juga tidak masuk dalam skema ]u-nicriksaan 
subsidi listrik yang rutin dilakukan Bl,K atas PT PJ.N setiap tahunnya. Selain itu 
pcmcriksaan ini berrujuan untuk menilai apakah pcngclolaan pcndapatan, 
pcngelolaan pengeluaran biaya dan kcgiatan investasi telah dilaksanakati dcngan 
tertib dan taat sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
Sistem Pcngendalian Intern (SPI) yang bcrlaku.

Penjelasan

Berdasarkan laporan basil pcmcriksaan atas Pcngclolaan Pcndapatan, Biaya, dan 
Investasi T.\ 2016 dan Semester I 2017 pada PT PLN Batam di DIsI jakarta, 
Nusa Tenggara Barat dan Kcpulauan lliau mengungkapkan adanya 14 temuan 
dcngan total nihii temuan senilai Rp230.596.680.000,00. BPK juga 
mengungkapkan 17 pcrmasalahan dan memberikan 27 Rekomendasi. 
Pcrmasalahan rersebut dibagi menjadi 3 kategori vaim :
1. SPI dcngati 7 pcrmasalahan;
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dcngan 5

pennasalahan; dan
3. Hkonomis, Lfisiensi dan Htekriviras dcngan 5 pcrmasalahan.

Nilai temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 
Rp 129.498.850.000,00 yaitu yang terdiri dari:

1. Kcrugian negara dcngan 3 pcrmasalahan sebesar Rp 120,108.850.000,00;
2. Kckurangan pencrimaan dcngan 2 pcrmasalahan sebesar 

Rp9.390.()00,()00,00; dan
3. Hkonomis, cfisicnsi dan cfcktifitas sebesar RplOl.097.830.000,00 dcngan 

kategori keddakhernatan.

Dari 14 temuan atas kelemahan pclaksanaan pcngclolaan pcndapatan, 
pengeluaran biaya, dan kcgiatan investasi terdapat 10 temuan yang menjadi 
perhadan BPK dapat diuraikan sebagai berikut:
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A. Pengeiolaan Pendapatan

1. FT PLN Batam bclum mcnagili dan mcncrima pcmbayaran atas 
pcmakaian kWh impor olch pcmbangkit milik kontraktor scbcsar 
Rpl,31 Miliar. Hal tcrscbut mcngakibarkan pendapatan PT PLN 
Batam dari pemakaian kWh impor sclama tahun 2016 dan 2017 kurang 
ditcrima scbcsar Rpl.305.419.446,71.

2. Uang laminan J .angganan bagi yang berhenti bcrlangganan dan migrasi 
dari pasca bayar ke pra bayar belum dikembalikan kepada cks 
pclanggan minimal scbcsar Rp287,28 jura. Hal tcrscbut mcngakibarkan 
PT PLN Batam masih menyimpan Liang jaminan Langganan minimal 
scbcsar Rp287.280.510,00 dan hak bekas pclanggan bclum ditcrima 
olch yang berhak.

B. Pengeiolaan Biaya

1. PT PLN Batam tidak mempertimbangkan jarak pasokan barn bara 
yang Icbih dekat dari PLTU Tanjung Kasam berakibat ketidakhematan 
biaya transportasi pengiriman barn bara Tahun 2016 dan Semester 1 
2017 minimal scbcsar Rp85.049.796.237,97

2. Kcsalahan mcmpcrliitungkan jarak transportasi bam bara serta 
kcridakccrmatan dalam perhimngan biaya transportasi pengadaan bam 
bara PLTU Tanjung Kasam mcngakibarkan kcmahalan biaya (Tahun 
2016 dan Semester I 2017) minimal scbcsar Rp55.586.596.173,18.

3. P T PLN Batam bclum mcncrapkan klausul denda pcnolakan kualitas 
bam bara berakibat pada ketidakhematan harga bam bara scbcsar 
Rp3.870.369.872.99.

4. Kclcmahan klausul rarif siinikir^e dalam perjanjian bangun-guna-scrah 
pembangunan pipa ruas-2 dan connection line dan pemanfaatan pipa ruas- 
2 bclum optimal berpotensi memboroskan kcuangan PT PHB dan P'l' 
PLN Batam scbcsar USD19.92 juta.
Hal tcrscbut mengakibatkan:
a. Potensi pcmboro.san kcuangan pemsahaan atas pengenaan tarif 

mrchaiyc scbcsar USDl 9,921,376.57; dan
b. Pemanfaatan aset pipa ruas 2 tidak optimal terlihat dari utilisasi 

yang besarnva 0,11% tahun 2016 dan 20,04 % pada tahun 2017 
(s.d. September).

5. Kclcmahan klausul PJBTL PJ/TU Tanjung Kasam atas ketenman NDC 
memboroskan kcuangan perusahaan Tahun 2016 dan Semester 1 2017.
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Hal terscbur mcngakibarkan:
a. Pcmborosan biava jual beli tenaga Ustrik Tahun 2016 dan Semester 

I 2017 minimal sebesar Rp57.984.162,346,20 atas penerapan NDC 
sebesar 110 MW;

b. Pl.NB berpotensi menghadapi pcrmasalahan hukum terkait 
penerapan CiPl/lCPl yang tidak sesuai dengan kontrak.

C. Pengelolaan Investasi

1. Pelaksanaan pekerjaan i'lPC Pl/l'GU 'I’anjung Uncang 100-120 MW
terlambar scliingga mengakibatkan:
a. PT PLN Batam bclum dapar mcmanfaatkan dana dari denda 

kcterlambaran.
b. PT PLN Batam keliilangan kesempatan memproduksi dan 

menyalurkan kWh minimal sebesar 13.780.()(10 kWh.
c. PT PLN Batam mcnanggung pembayaran Take or Pay gas 

Pctrochina sebesar USD22,233,198.10.

2. Gas A'lake I :p PLTGU Tanjung Uncang berpotensi mcnanggung
kerugian sebesar USD28,441,830,72 jika tidak terserap.

Sehubungan dengan pcrmasalahan tersebut, BPK mcrckomcndasikan
kepada Dircksi PT PLN Batam antara lain agar:

a. Menagih kekurangan pembayaran kWh Impor kepada kontraktor 
sebesar Rpl,31 Miliar 



g. Mcngamandcmcn pcrjanjian tcnrang pcmbayaran bcrdasarkan ND(! 
99 MW scsuai dcngan kajian PT PI.N scl>agai dasar pcrsctujuan 
pcnyesuaian harga scsuai Surat Mcntcri I.SOM 
N0.I2I6/26/MHM.172010 ranggal 25 l-’cbruari 2010 tcmang 
Pcrsctujuan Pcnvcsuaian Harga Hcii '1‘cnaga l.istrik PI.TU Tanjung 
Kasam (2x55) dari PT TjK Power olcli P'i' PLN Batam;

h. Mcnarik kclcbihan pembayaran '1‘ahun 2016 dan Semester I 2017 
scsuai basil amandemen minimal sebesar Rp57,98 miliar, serta 
mcngamandcmcn pcncrapan CPI/ICPl scsuai imtpradke:

i. Berkoordinasi dcngan Konsorsium PP - Bctasuiya untuk 
mcnctapkan nilai denda kctcrlambatan dcngan mempertimbangkan 
faktor-faktor yang menyebabkan kctcrlambatan dari kedua bclab 
pihak;

j. Mengupayakan amandemen pcitgunduran jadwal ,sas in kepada 
Pctrochina.

Kesimpulan Pemeriksaan

Bcrdasarkan basil pemeriksaan tersebut, BPK mcnyimpulkan bahwa PT PLN 
Batam bclum sepenubnya tertib dan taat dalam mclaksanakan pcngclolaan 
pendapatan, pengeluaran biaya dan kegiatan investasi pada SPl dan Kepatuban 
terhadap peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.

66 I PuskaJiAKN



Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Terteniu atas 
Pengelolaan Pendapafan, Biaya dan Investasi pada 

PT.TIMAH Tbk dan Anak Perusahaan 
Tahun 2015, 2016 dan Semester I 2017 

di
Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, 

Jakarta, Spanyol dan Inggris

l0Temuan

>1/ I \

Nilai Temuan 

Rp475.575.660.000,00

1/
1\

ReVotng(\di8S'|

Pengelolaan ^. >aJf- 
Pendapafan

pengelolaan
lovcsiasj

I ^IpertnasaUhati

Kepatuhan Terhadao 
Peraturan Perundang-undangan

’ Kerugian Negara 
^ Rp2 5.510.380.000,00* !

Potensi Kerugian

Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

Kesimpulan Pemeriksaan ^
Pengelolaan pendapatan, 

pengeluaran biaya dan kegiatan 
investasi PT. TIMAH belum 
sepenuhnya fertib dan taat

k if'’. 1 ■ =5^'

Ketidakhematan 
^ Rp282.303.850.00Q.00^

Ketidakefisienan 
Rpll 6.995.500.000,00^1

Ketidakefektifan 
Rp42.069.580.000,00*

Sumber: Umpiran 4.1 IHPS12018

fl±. -9m



Pendahuluan

FI' Timah (Pcrsero) Tbk bcrgcrak di bidang pcrrambangan rimah dan mineral 
ikutan rimah, pertambangan nontimah, hilirasi dan bisnis berbasis kompetensi. 
Kegiatan usaha PT Timah bcnipa eksplorasi, penambangan (cksploirasi), 
pcngolahan dan pcieburan, pemasaran dan usaha lainnya.

Pemcriksaan Dengan Tiijuan Tertentu (PDTI') ini dilakukan dengan tujiian 
unruk mcnilai apakah pcngclolaan pendapatan, pcngclolaan pengeluaran biaya 
dan kegiatan investasi tclah dilaksanakan dengan terrib dan taat pada sistem 
pcngendalian intern (SPl) dan pcracuran perundang-undangan yang bcrlaku.

Penjelasan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas pcngclolaan pendapatan, Biaya dan 
Investasi pada PT Timah dan Anak perusahaan Tahun 2015,2016 dan Semester 
I 2017 di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barar, Jakarta, Spanyol dan 
Inggris mengungkapkan adanya 10 temuan dengan total nilai temuan senilai 
Rp475.575.660.000,00. BPK juga mengungkapkan 16 permasalahan dengan 22 
Rekomendasi. Permasalahan tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. SPI dengan 7 permasalahan:
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan 4 

permasalahan; dan
3. Ekonomis, Ivfisicnsi dan ITcktivitas dengan 5 permasalahan.

Nilai temuan keridakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah 
sebesar Rp34.206.730.000,00 yaitu yang terdiri dari:

1. Kerugian negara dengan I permasalahan sebesar Rp25.510.380.000,OU;
2. Potensi kerugian negara dengan 1 permasalahan sebesar 

Rp8.696.350.0()0,00: dan
3. Administrasi dengan 2 permasalahan.
Sedangkan nilai temuan ekonomis, efisiensi dan efekrifitas adalah sebesar 
Rp441.368.930.000,00 yaitu yang terdiri dari:

1. Keridakhematan dengan 1 permasalahan sebesar Rp282.303.850.000,00;

2. Keridakcfisienan dengan 1 permasalahan sebesar Rpl 16.995.500.000,00; dan

3. Ketidakefektifan dengan 3 permasalahan sebesar Rp42.069.580.000,00.

Kelemahan-kelemahan atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengeluaran 
biava, dan kegiatan investasi dapat diuraikan sebagai berikut:
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A. Pengelolaan Pendapatan

1. FI' Timah dan Indomctal London \Jd mcnanggung biaya tambahan 
minimal scbcsar Rpl 16,99 Miliar dalam mcngikuti aturan pcrdagangan 
untuk ckspor mclalui ICiDX. Hal rcrscbut mcngakibatkan pcrdagangan 
logam rimah mclalui CDX odak cfisicn dan mcmbcbani PT Timah dan 
Indomeral l.ondon \.ul minimal scbcsar Rpl 16.995.505.955,32. 
Kcmcntcrian HUMN, Kcmcntcrian I'lSDM, dan Kcmcntcrian 
Pcrdagangan mengcnai kondisi pcrdagangan bursa rimah vang 
mcmbcbani PT Timah scbagai akibat dari implcmcntasi Pcraruran 
Mcntcri Pcrdagangan Nomor 32/M-DAG/Pl'dl/6/2013 ranggal 28 
Juni 2013 tcntang Pcrubahan atas Pcraturan Mcntcri Pcrdagangan 
Nomor 78/M-D.\G/PKR/I2/2012 tcntang Kctcntuan Kkspor 
'rimah.

2. Indomctal London /^/^/kchilangan kcscmpatan mcndapatkan prcjnium 
maksimal karcna kclcmahan pcngcndalian dalam pcnctapan harga jual 
logam rimah
Hal tcrscbut mcngakibatkan:
a. PT ’I'imah dan Indomctal London \Jcl kchilangan kcscmpatan 

dalam mcndapatan premium maksimal dalam pcnjualan logam 
rimah.

b. Kcuntungan Indomctal I^ondon \jd pada periode diberikannya 
credit note dan debit note ridak menunjukkan kinerja perusahaan 
yang sebenarnva.

3. .\sct berupa gcdiing kantor di l.ondon dengan nilai pcrolclian scbcsar 
X51(MH) ribu ridak dicatar dalam laporan kcuangan PT Timah dan 
pemanfaatan aset kurang optimal serta disewakan dengan larif tcrlalu 
rendah.
Hal tcrscbut mcngakibatkan:
a. Laporan Kcuangan FI' Timah (l3crscro) 'ITk kurang saji pada akun 

aset rcrap scbcsar nilai pcrolchan gedung kantor di 326a City Road, 
London, UK scbcsar /i510,000.00 dan kurang saji jiada akun 
liabilitas jika masih ada kewajiban membavar sewa terhadap gedung 
kantor rcrscbut;

b. Posisi PT Timah dalam penyewaan gedung kantor di 326a City 
Road, London, UK, berpotensi Icmah sccara hukum jika ridak 
menguasai dokumcn perjanjian sewa menyewa yang asli;
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c. PT 'I’imah kchilangan kcscmpatan unmk mcmperoleh pcndapatan 
minimal sebcsar Rpl.545.266.092.68 clari pcnycwaan asct gcdung 
kantor di London scsuai harga pasar.

B. Pengelolaan Biaya

1. Uang muka dinas bclum dipcrranggungjawabkan scbcsar 
Rp25.510.381.115,00 bcrpotcnsi mcrugikan kcuangan perusahaan

2. Ponton Isap Produksi (PIP) Milik PT Timah senilai
Rpl6.059.045.400,00 untuk Program Kcrjasama Kcmitraan
Opcrasional Pcnambangan Bijih Timah bcrpotcnsi mangkrak dan 
diantaranya tcrdapat piutang aras pip yang discrahkan kc mitra 
bcrpotcnsi tidak dibayar olch mitra scnilai Rp8.696.355.104,00.

3. PT Timah bclum mcmiliki pcdoman dalam pcinilihan Mitra Usahajasa 
Pcrtambangan (UJP), mcnggunakan UJP yang tidak mcmiliki Tzin 
Usaha Jasa Pcrtambangan (lUjP) dan pcnctapan nilai Harga Imbal 
Usahajasa Pcnambangan (HlUjP) mclcbihi kcfcntuan minimal scnilai 
Rp282,30 miliar scrta komponcn pcnyusun HlUjP tidak scsuai dcngan 
kctcntuan
Hal tcrscbut mcngakibatkan:
a. Potcnsi pcnyalahgunaan wcwcnang dalam pcngadaan dan 

pcmbayaran jasa pcnambangan dcngan mcnggunakan mitra Usaha 
jasa Pcrtambangan;

b. Pcmbayaran HIUJP Icbih tinggi minimal scbcsar
Rp282.303.854.088;

c. PT Timah (l^crscro) 'iTak mclanggar kctcntuan karcna
mcnggunakan mitra Usaha jasa Pcrtambangan tanpa izin Mcntcri 
I'SDM.

4. Pcmcriksaan atas asct tctap PT Timah olch K.\P PwC tidak scsua 
dcngan kctcntuan vang bcrlaku. hal tcrscbut di atas mcngakibatkan nila 
asct tctap yang tcrsaji dalam LK PT Timah tidak mcnunjukkan nila 
scbcnamya dan tidak mcmcnuhi ascrsi compkkmss.

C. Pengelolaan Investasi

1. Pcngadaan pihl project ran earth scnilai Rp26,01 miliar tidak beroperasi 
dan bcrpotcnsi tidak termanfaatkan. Hal tcrscbut di atas 
mcngakibatkan asct pcralatan processing dati konstruksi Pilot Project Rare 
] iarth bcrpotcnsi tidak termanfaatkan dan membebani perusahaan.

2. Investasi ojjiake batubara dan akuisisi saham TBBE olch PT TIM 
minimal scnilai Rpll5,00 Miliar bcqiotcnsi tidak memberikan
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kcuntungan bagi pcrusahaan dan hcrpotcnsi tcrkcna runtutan hukum 
scrta bunga atas kctcrlambatan pcmbayaran sahain scbcsar Rp3,50 
Miliar.
I-Ial tcrscbut di atas mcngakibarkan:
a. Invcstasi offluke batubara dan akuisisi saham THBl'l oldi PT ’I'lM 

minimal scnilai Rpl 15.(H)().0()i).00(),()() ridak mcmbcrikan 
kcuntungan bagi pcrusahaan;

b. Kcrugian opcrasional 'I'BBI'’ yang mcmbcbani FI’ 'I'lM minimal 
scnilai Rpiy.35.3.88y,517.01);

c. Potensi runtutan hukum atas pcnyclcsaian hutang-piutang dcngan 
pcmilik saham I’BBii scbclumnva;

d. Mcmbcbani kcuangan pcrusahaan scbcsar Rp40.374.420.885,00 
atas pcngalihan Ijcban utang kcpada PT TIM;

c. PT TIM hcrpotcnsi tcrkcna bunga scbagai akibat kctcrlambatan 
pcmbayaran atas akuisisi saham TBBH dcngan jumlah minimal 
Rp3.500.000.000,00 (10% x Rp35.000.000.000,00).

3. I>roscs pclcpasan asct tanah yang mcnjadi asct propcrri tkpp bcrlarut- 
larut dan tcrdapat HPP Tanah dihitung Icbih rcndah dari nilai 
pcrhirungan ussels uppruiscrs.
Hal tcrscbut mcngakibarkan:
a. TKPP bcrisiko akan mcnghadapi scngkcta hukum atas 

kcridakjclasan kcpcmilikan lahan;
b. Progrcs pcnjualan unit property mcnjadi terhambat;
c. Modal yang tclah ditanamkan olcli FT Timah (Pcrscro) Tbk pada 

TKPP atas Proyck Properti Payon Ponca hcrpotcnsi tidak kcmbali.

Schubungan dcngan temuan tcrscbut, BPK merckomendasikan kcpada 
Direksi PT Timah antara lain agar;

a. Membuar SOP yang mengamr tenrang pcrscmjuan Direksi PT 
'Timah unruk pcnjualan logam timah olch Indomctal London Lid 
yang harga jualnya berada di bawah HPP maupun di bawah harga 
pasar dan pengaruran baku mcngcnai pcrhirungan premium:

b. Mclakukan pemotongan gaji/penagihan uang atas pemakaian uang 
muka dinas scbcsar Rpl2.523.463.629,00 dan pemotongan 
gaji/penagihan uang/mcminta dokumcn pertanggungjawaban atas 
pemakaian uang muka dinas scbcsar Rpl2.986.917.486,00 kcpada 
para kar)’a\van yang bclum mempertanggungjawabkan uang muka 
dinas;
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c. Mcmbuat kajian dan pcrcncanaan pcmanfaatan bangunan dan 
pcralatan pilot plum Rli (OH)3 mcnjadi asct produktif yang 
mcnguntungkan bagi pcrusahaan;

d. Mcmcrinrahkan Dircksi dan Komisaris PT TIM mclakukan 
langkah stratcgis unruk mcngcUminasi bcban pcrusahaan scbcsar 
Rp4().374.42().885,()0 dan mcminiinalkan potcnsi tcrkcna bunga 
scbagai akibat kctcrlambaran pcmbayaran atas akuisisi saham 
TliHl- minimal scbcsar Rp3.5nO.OOl).()On,()().

Kesimpulan Pemeriksaan

Bcrdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mcnyimpulkan bahwa PTTimah 
dalam mclaksanakan pcngclolaan pendapatan, pengeluaran biaya dan 
kegiatan investasi bcliim sepenuhnya tertib dan taat pada sistem 
pengcndalian intern dan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.
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